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ABSTRAK

Shofiyah Faridatus. 06210074. Fenomena DispensakaRinan di bawah umur di
Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 200832038kripsi. Jurusan:
Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas: Syari'ah, Unisgas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang.

Pembimbing: Erfaniah Zuhriyah S. Ag,.M.H

Kata Kunci: Perkawinan, dibawah umur, dispensasi

Perkawinan di bawah umur, merupakan suatu fenonyang terjadi pada
masyarakat Indonesia. Hampir pada setiap lingkumgasyarakat memiliki potensi
dan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnyanfena ini. Dari data yang
dihimpun oleh Pengadilan Agama Blitar sudah cuk@mivuktikan. Misalnya pada
tahun 2008, perkara permohonan izin dispensasiapémnin di bawah umur yang
masuk ke Pengadilan Agama yang rata-rata masihmogr@4 tahun mencapai 46
perkara, dan pada tahun 2009 meningkat menjadeB&ma, dan belum lagi perkara
yang terjadi pada tahun 2010. Pada tahun 2010, y@atg diperoleh hanya pada
bulan Januari sampai dengan bulan Juni, dan itjikarmperkaranya dijumlah sudah
mencapai 42 perkara permohonan dispensasi nikahmdgoritas perkara tersebut
dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Karena tidak atlman khusus mengenai
pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan peman dispensasi nikah,
maka hakim dituntut untuk mempertimbangkan secasigksf sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk meétak penelitian tentang
hal-hal yang menyebabkan menjamurnya fenomena p@anbdispensasi nikah di
Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2008-2010.

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliii@n adalah penelitian
lapangan dengan menggunakan pendekatan kualit@iig mana pendekatan
kualitatif sebenarnya merupakan tata cara peneliyang menghasilkan data
deskriptif, yaitu apa yang dikatakan oleh responsecara tertulis atau lisan, dan
perilaku nyata.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian iapdt diketahui bahwa hal-hal
yang menjadi fenomena pemberian dispensasi nikdh fEhun 2008-2010 adalah
pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luathnikekhawatiran orang tua
yang berlebihan terhadap hubungan anaknya dengean lgenis, dan masalah
perekonomian. Dari beberapa alasan ini, faktor yi@bgh mempengaruhi lajunya
perkara permohonan dispensasi perkawinan adalahl rdimluar nikah. Jika
diprosentasekan perkara hamil di luar nikah hamgincapai 99% sehingga hamil di
luar nikah menjadi alasan utama untuk mengajukandispensasi perkawinan di
bawah umur. Maka dari itu tidak dapat dielakkani lgcga perkara permohonan
dispensasi nikah selalu mengalami peningkatan t@édqunnya. Sehingga hakim
dalam hal memberikan izin dispensasi nikah di bawabr, harus berdasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara pertigdantersebut adalah, telah
memenuhi persyaratan administratif yang telah ajilein oleh Pengadilan Agama,
tidak ada halangan untuk menikah, dewasa secdka $asing mencintai dan tidak
ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan, dail daluar nikah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan mektwah perkawinan
yang ketentuanya dirumuskan dalam wujud aturareatwang disebut hukum
perkawinan, dengan tujuan agar manusia dapat bédwmghiak dari generasi
kegenerasi berikutnya. Karena perkawinan merupakatan suci ihitsagan
ghalidzg yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepdsth. Dengan
demikian dalam sebuah ikatan perkawinan terdapaemki ibadah yang sakral.
Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan balkrggga bisa abadi dan apa yang
menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni dagatvtijudnya keluarga yang

mawaddah wa rahmah



Perkawinan telah disyariatkan oleh Allah. sesuangde firmannya yang

berbunyi:

2 1’/ T-- . /,/| 9‘,.:“; ,:.u é‘/,.f,; :‘.T zv }//,././ ’,T' ..‘/‘/ -
=i Jard L) 13S0 Bl (iSeinl e N Gle Ol Cannle )

\
|

A T TR T AR O e
(D) og s asa) oY S § O] 4D 835
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dianciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu derung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasi#an sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bendapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum:21)

3 \\m

O\

Perkawinan merupakan salah satu perintah aganta I¥apada orang yang
mampu untuk segera melaksanakanya. Dalam membé&etuirga yang sejahtera
dan bahagia, usia pernikahan merupakan faktor gangat penting yang tidak boleh
diabaikan oleh calon yang ingin melangsungkan peri@n. Mereka harus sudah
cukup matang baik dilihat dari segi biologis maumsikologis. Hal ini penting
sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sengiga mencegah terjadinya
perkawinan pada usia dini. Sebab perkawinan yataks#inakan pada usia dini
banyak mengakibatkan perceraian.

Namun demikian menikah di bawah umur, sebenarnyaupagan suatu
fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesimphigpada setiap lingkungan
masyarakat mempunyai potensi dan alasan tersetalaim mendorong tumbuhnya
fenomena ini. Pernikahan di bawah umur yang sedétientikkan banyak terjadi
pada wilayah pedesaan ternyata marak pula di makotTentunya dengan alasan
dan faktor pendorong yang berbeda sesuai denggkatikesadaran dan pendidikan

masyarakat.

! Depertemen Agama RAl-Qur'an dan TerjemahanygSemarang: CV. Asy Syifa’, 1998), 324



Dari data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Bbt&kup membuktikan.
Misalnya pada tahun 2008, perkara permohonan igpedsasi perkawinan di bawah
umur yang masuk ke Pengadilan Agama yang ratamatsih berumur 14 tahun
mencapai 46 perkara, terhitung mulai Januari sarPesembef. Sedangkan pada
tahun 2009, izin dispensasi perkawinan di bawahrumulai meningkat. Perkara
yang masuk ke Pengadilan meningkat menjadi 59 peerkian belum lagi perkara
yang terjadi pada tahun 2030.Pada awal tahun 2010, izin dispensasi yang
dikeluarkan pada bulan Januari sampai April perkardg sudah diputus mencapai
26 perkara, dan mayoritas izin tersebut dikabutiah Pengadilan Aganfa.

Melihat fakta tersebut perkawinan dibawah umur etigksi akan semakin
meningkat hingga akhir tahun, walaupun Undang-ugdd&erkawinan masih
memberikan kelonggaran kepada orang yang inginkabnakan tetapi mereka yang
ingin mendapat izin dispensasi nikah dari Pengagditzarus dapat memberikan
alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka metiiksia dini. apakah alasan
tersebut dapat diterima dan memenuhi kriteria &tlak. Karena jika semua orang
yang mengajukan dispensasi dikabulkan maka setamaats tidak memenuhi apa
yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No.1 TdSud.

Dari rangkaian permohonan dispensasi ini, alasag Yebih banyak diberikan
oleh pemohon adalah kasus hamil diluar pernikah@palagi khusus untuk
permohonan dispensasi nikah karena hamil diluarmikmajlis hakim lebih
memberikan prioritas. Alasanya adalah karena metasdan terhadap nasib anak

yang dikandung oleh calon pengantin perempuan, kajak ketika sang bayi lahir

2 Laporan tahunan: 2008 Pengadilan Agama Blitatatey perkara yang diterima
% Laporan tahunan: 2009 Pengadilan Agama Blitatatey perkara yang diterima
* Laporan Tentang Perkara yang diterima dan diputus



dapat melihat kedua orang tuanya yang sudah meénkktan yang sah dimata
hukum.

Sedangkan batas umur untuk melangsungkan perkawimamurut hukum
Islam tidak disebutkan secara pasti, hanya sagbdikan baik pria maupun wanita
supaya sah melaksanakan perkawinan atau akad Inécal sudah akil baligh serta
mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi walaupdtunmhulslam tidak
menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bo&earti bahwa hukum Islam
membolehkan perkawinan diusia dini. Karena berdasapertimbangamaslahah
mursalah maka perkawinan harus dilaksanakan pada seommy sudah dianggap
mampu dalam segala hal, dewasa dan matang jiwanya.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomer 1 Tah@i4 ltentang
Perkawinan, banyak terdapat perkembangan dan jramafsru mengenai masalah
peraturan hukum. Khususnya Pasal yang akan petelitis yaitu Pasal 7 ayat (1)
menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jilkeakp pria sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanitalsudencapai umur 16 (enam
belas) tahun.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa perkawinan harnpardolehkan bagi pria
yang sudah berumur 19 tahun, dan wanita sudah beriéntahun. Jika tidak sesuai
dengan pasal tersebut maka tidak diperbolehkarkuntlangsungkan perkawinan.

Akan tetapi dalam ayat lain juga disebutkan bahwa:

® SoemiyatiHukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawiif¥ngyakarta: Liberty,
1999),71.



(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasadapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat laindmamguk oleh kedua orang
tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salahreeatau kedua orang tua

tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undangngnohé, berlaku juga dalam

hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasdengan tidak mengurangi

yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam Pasal ini tampak adanya perbedaan yang kariaw walaupun pasal
tersebut merupakan suatu upaya untuk mencarikan fadluar apabila terjadi suatu
permasalahan yang mendesak mengenai masalah peskawakan tetapi di sisi lain
Undang-undang Perkawinan tidak memiliki garis hukgang konsisten, yang mana
pada pasal tertentu dilarang sedangkan di pasaldigerbolehkan dengan syarat-
syarat tertentu. Sehingga sudah pasti banyak @enkang masuk ke Pengadilan
Agama terkait dengan masalah dispensasi perkawigautama yang terjadi di
Pengadilan Agama Blitar.

Jadi berdasarkan alasan tersebut, penulis ingirliigentang dispensasi yang
terjadi pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Yama fiilke dihubungkan dengan
batas usia dalam mamasuki batas perkawinan bésartPerkawinan di satu sisi
mempunyai garis hukum yang tidak konsisten. Danbiégpadispensasi terus
berkembang apakah fungsi sebenarnya dari UU yamgahar tentang batas usia
perkawinan, jika memang izin dispensasi begitu rhudiberikan kepada orang yang
ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur. Benat yang terjadi di

Pengadilan Agama Kota Blitar, yang pada kenyatadPgmagadilan Agama lebih



banyak memberikan izin kepada mereka yang ingirangslungkan pernikahan di
usia dini.

Dari latar belakang di atas, menurut penulis haperlu diadakan penelitian.
Dengan demikian penulis akan mengadakan penetiagan judul:

FENOMENA PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH

UMUR DI PENGADILAN AGAMA BLITAR (Studi Kasus Tahun 2008-2010).
B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsyang berbeda dengan
maksud utama penulis dalam penggunaan kata pads jothka kiranya perlu
penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi var@bielitian.

Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebaaydiu:

1. Pengadilan Agama adalah badan peradilan tingk&mparyang melaksanakan
kekuasaan kehakiman negara dalam menerima, memerikengadili,
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara teréertéma orang-orang yang
beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keddilan.

2. Fenomena adalah Penampakan realitas dalam kesadararsia, suatu fakta
dan gejala-gejala, perstiwa adat serta bentuk keagang dapat diamati dan
dinilai lewat kaca mata ilmiah.

3. Dispensasi adalah Pembebasan (dari kewajiban)ndgdman waktu atau
keringanaf. Sedangkan perkawinan menurut Sajuti Talib adalahtus

perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidupséa secara sah antara

® Cik Hasan BisriPeradilan Agama di Indonesié]akarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 6.
" Widodo, Kamus limiah Populer(Yogyakarta: Absolut, 2002), 153.
8 .

Ibid, 104



seorang laki-laki dan perempuan membentuk kelugmgey kekal, santun-

menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bathagia.

Adapun yang penulis maksudkan dengan dispensasiawean adalah
keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepafts anempelai yang belum
cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, ba@ yang belum mencapai 19
(sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapgerigm belas) tahun.

C. Batasan Masalah

Dari masalah yang telah dijabarkan, sesungguhnggaliapula permasalahan
yang timbul dari perkawinan. Maka untuk memperofgmahaman yang lebih
berfokus diperlukan batasan masalah agar tidaidiegelebaran masalah terhadap
pembahasan yang akan di kaji. Bertitik tolak dampsalahan tersebut, pembahasan
yang akan dikaji pada penelitian ini lebih ditekankpada dispensasi perkawinan
usia di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar.

D. Rumusan Masalah
1. Hal-hal apa yang menyebabkan fenomena pemberigerdiasi perkawinan
di bawah umur pada tahun 2008-20107?
E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdap&trapa tujuan yang

ingin dicapai oleh peneliti, karena hal ini sange#nting kegunaannya dalam

penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengatah

® Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigahukum Perdata Islam di Indonesi@akarta: Kencana,
2006), 38.



1. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan fenormpenerian dispensasi
perkawinan di bawah umur di Pengadian Agama Bliada tahun 2008-
2010.
F. Manfaat Pendlitian
Adapaun manfaat yang dapat diambil dari penelitranadalah diharapkan
peneliti bisa memberikan manfaat baik secara teamaupun praktis bagi semua
pihak.
1. Kegunaan secara teoritis
a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wabsaggrenulis serta
pembaca mengenai masalah yang diteliti.
b.Bisa melengkapi khazanah keilmuan atas penelitmdahulu mengenai
masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.
c. Bisa digunakan sebagai salah satu rujukan bagilisemendatang atas
objek penelitian yang berdekatan dengan masalalemsssi perkawinan.
2. Kegunaan Secara Praktis
a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satutsyatak mendapatkan
gelar sarjana S1.
b.Bagi masyarakat atau bagi pembaca dapat memberkaniribusi
pemahaman tentang dispensasi perkawinan.
c. Bisa menjadi solusi bagi instansi yang berwenangndamemutuskan
perkara hukum tentang dispensasi perkawinan.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam melakukan penulisan ini, sistematika pengajiang akan digunakan

oleh penulis secara berurutan sebagai berikut:



BAB | : Dalam bab ini akan dijabarkan tentang latelakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, perumusasalaia tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, definisi oprasional, kajiarorite kajian terdahulu, dan
sistematika pembahasan.

BAB Il : Dalam bab ini berisikan tentang kajiarotiéis yaitu konsep-konsep
dari teori yang ada relevansinya dengan masal&ayéran. Serta Perkawinan yang
meliputi, Batas Usia perkawinan, Definisi PerkawmnaAlasan dispensasi
Perkawinan, Perkawinan di bawah umur, Definisi Bisgasi Perkawinan, Alasan
Dispensasi Perkawinan, Dampak atau Akibat Disp&nsas

BAB Ill : Dalam bab ini akan dijelaskan tentang oud penelitian yang
digunakan meliputi: paradigma, pendekatan dan jparglitian, lokasi penelitian,
sumber data, teknik penggumpulan data, teknik pgahgo data, analisis data.
Metode penelitian adalah salah satu hal pentingnddderjalannya penelitian, guna
mendapatkan data yang diperlukan, karena tanpenattade penelitian maka penulis
akan kesulitan dalam mendapatkan data. Dalam han&tode yang digunakan
disesuaikan dengan pendekatan dan jenis penejaiao telah dipilih oleh penulis.

BAB IV: Dalam bab ini berisikan laporan hasil patah yang terdiri dari
gambaran umum objek penelitian, terdiri dari lokaesnelitian dan objek penelitian,
analisis data. Dari data yang nantinya diperolednakianalisis dan dipaparkan pada
bab 1V dengan tujuan mempermudah pembaca mematlzaihdari penelitian.

BAB V : Dalam bab ini berisikan Kesimpulan darr&8a
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BAB [l

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masaahtujuan penelitian
dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan balstudi ini terpaut dengan studi-
studi terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikandstuni hanya melakukan
pengulangan-pengulangan saja. Karena menurut petgarpenulis, karya ilmiah
yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan pdkhususnya di Fakultas Syariah.
Namun penulis mengakui sudah ada beberapa kary@sisikang berkaitan dengan

masalah dispensasi perkawinan. Diantaranya yaitu:
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Anisah®®  2002. Skripsi dengan judul: Pertimbangan Hakim amial
mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah mewurut UU No. 1/1974
(Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang). Rere ini menggunakan
metode pendekatan yuridis sosiologis, berdasarkemelitian diketahui bahwa data
permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah wni?engadilan Agama
Malang relatif kecil dan prosedur yang ditempuhhofgemohon haruslah sesuai
dengan ketentuan yang telah digariskan dalam pangadndangan serta alasan
yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan dssgeperkawinan di bawah
umur adalah karena pihak mempelai wanita sudahlharteébih dahulu dan karena
ada kekhawatiran orang tua yang melihat pergautakrgya yang sudah begitu
intim. Sedangkan alasan yang menjadi pertimbanggkimh dalam memberikan
putusan yaitu : a) Islam mentoleransi adanya perawdi bawah umur karena tidak
ada peraturan yang mengatur secara tegas, b) akepgtuhan terhadap hukum dan
kemauan dari pihak pemohon untuk melengkapi sys@tat yang telah ditentukan
oleh perundang-undangan, c) adanya faktor kultomdiaya serta faktor pendidikan
yang rendah.

Skripsi di atas sekilas memang memiliki kesamaamgde apa yang penulis
teliti, dari segi pertimbangan hakim dalam perkaermohonan izin dispensasi
perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama, mkrdenya dengan penulis teliti
terletak pada meningkatnya dispensasi perkawinaawdah umur tiap tahunnya, dan

perbedaan lokasi penelitian.

Anisah, Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonapedisasi anak di bawah umur
menurut UU No. 1/1974 (Studi kasus di Pengadilanmg Kota Malang) (Skripsi: fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2002)
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M. faizin Anshory!, 2005. Skripsi dengan judul: perkawinan di bawatuu
pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agaatapaten Malang. Penelitian
ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosmlgging berkesimpulan bahwa
faktor penyebab adanya permohonan dispensasi adalafawatiran orang tua
terhadap anaknya yang hubungan dari kedua anakigd semakin erat, sehingga
dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilaranghohgama. Dalam hal ini hakim
menggunakan beberapa pertimbangan dalam memutudl@eh tidaknya
perkawinan dini, diantaranya vyaitu: a) syarat-syadalam perkawinan, b)
pertimbangan orang tua, c) larangan Undang-unddn&uka sama suka, e) tidak
ada unsur paksaan.

Sedangkan persamaan pada skripsi yang kedua itahadi@nya meneliti
beberapa berkas perkara dispensasi perkawinanwhhbamur dari segi faktor-
faktor penyebab adanya permohonan dispensasi padawdi bawah umur.
Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini adakaisi penelitian serta yang
diteliti lebih global dan tidak hanya fokus dalaebkrapa kasus tertentu, akan tetapi
semua kasus dispensasi nikah yang memang terusigkahisetiap tahunnya yang
terjadi dalam tahun 2008 sampai tahun 2010. Pearelini hanya meneliti tiga
perkara saja yang terjadi pada tahun 2003 dan 28&4,dalam skripsi tersebut

perkara permohonan dispensasi perkawinan mengakmirunan ditahun 2004.

YM. faizin Anshory,Perkawinan dibawah umur pada perkara dispensasiiniti Pengadilan Agama
Kabupaten Malang(Skripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik IbrahiMalang, 2005)
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Pada tahun 200Bohela'? melakukan penelitian dengan judul: Perkawinan di
bawah umur sebagai hambatan Pembentukan KeluargmaBadi Kecamatan
Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini lemupntuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinanalWah umur, kemudian untuk
mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur tefhg@mbentukan keluarga
sakinah dan juga untuk mengetahui upaya yang diEmkuKUA Kecamatan
Tlanakan agar mengurangi terjadinya perkawinaradigih umur.

Pada skripsi di atas memliki kesamaan pembahadamdzl pernikahan di
bawah umur, dan faktor-faktor yang mempengaruhkag®inan di bawah umur,
akan tetapi juga memiliki perbedaan yang mendas#u jlokasi penelitian dan
bukan dispensasi pernikahan di bawah umur yangidikan tetapi lebih kepada
dampak pernikahan dini terhadap pembentukan kedusaginah yang berlokasi di
daerah tertentu, yaitu di Kecamatan Tlanakan Kalemp@amekasan.

Jadi menurut penulis, belum ada yang meneliti teptRasus yang terjadi
peningkatan tiap tahunnya dalam perkara permohdisgensasi nikah pada tahun
2008 sampai tahun 2010. Jika dilihat dari penelipanelitian sebelumnya hanya
membahas beberapa perkara saja dan terlebihldkgsi penelitian yang penulis
teliti berbeda dengan para peneliti tedahulu walaupemiliki pembahasan setema.

Lokasi yang penulis teliti yaitu di Pengadilan AgaBlitar.

2 Rohela, Perkawinan dibawah umur sebagai hambatan Pembentukaluarga Sakinah di
Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekag8hripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibiah
Malang, 2003)
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B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan per spektif fikih

Perkawinan dalam literatur fikih bahasa arab diselmngan dua kata, yaitu
nikah dan zawaj Kedua kata ini yang dipakai dalam sehari-haringrarab dan
bayak terdapat di dalam Al-Quran dan hadist nabitalka-ka-habanyak terdapat

dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Seperti ayabakvah ini:

G LT 5% ST Ol G 1300 (il G T N1 225 oy

P 2 N S JEzZ_ 7£ E
TAaS S KL G 04.9-)5‘5.‘.,\4.: Y‘)ﬁb—db cww)
RPN

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku atkirhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininjgka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tegau empat. Kemudian jika
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kalah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itulakddebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya®

Dalam Al-Quran terdapat pula katikah dengan artakad®, yaitu terdapat

pada ayat:

< ~ _w” ] 2 p _ -

NP AP P PRy
72 Mot 1L05 Gy Amud

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Tethkawini oleh ayahmu,

terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesunggupagbuatan itu amat
keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (gatitempuh).*®

13QS. An-Nisa’(4): 3.
14 Amir Syarifudin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesi&Jakarta: Prenada Media, 2007), 35-36.
15 QS. An-Nisa’'(4): 22.
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Seperti apa yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhdighwa perkawinan
merupakanakad yang telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang-léddk dapat
mengambil manfaat untuk melakukaistimta’ dengan seorang wanita atau
sebaliknya.

Menurut Sajuti Talib, perkawinan adalah suatu pgiga yang suci, kuat dan
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara sedafinpki dan perempuan
membentuk keluarga yang kekal, santun-menyant@sihkmengasihi, tentram dan
bahagia®

Sedangkan menurut Imam Syafii, pengertian nikahhiaduatu akad yang
dengannya menjadi halal hubungan seksual antaalan wanitd!

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak sekaligdaan pendapat antara
ulama satu dengan yang ulama lainnya, tetapi padregendapat ini sebetulnya
bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sgsbinga antara pendapat satu
dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut habyatskeinginan perumus untuk
memasukkan unsur-unsur sebanyak-banyaknya dalanmunmskan pengertian
perkawinan.

Walaupun terdapat perbedaan dalam perumusan #pitdari semua yang
telah dikemukakan ada satu unsur yang merupakamiees dari seluruh pendapat,
yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjiar antara seorang laki-laki dan
seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga ysakgnah mawadah

warohmah

16 Nuruddin, TariganQp.Cit,38.
7 |dris RamulyoHukum Perkawinan IslanJakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.
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b. Perkawinan perspektif Undang-undang No 1 tahun 1974

Secara formal telah ditetapkan batas usia pernikajiaitu terdapat dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 mekanu pengertian
perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikal#hir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istegasetujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasargarn&nan Yang Maha Esa”.

Jadi menurut Undang-undang ini perkawinan baruldd @pabila dilakukan
antara seorang pria dan seorang wanita, dan bukamakan perkawinan apabila
yang terikat dalam perjanjian itu sama-sama segpaag(homo seksual) atau sama-
sama seorang wanita (lesbian), dan perkawinan &k&al jika didasarkan pada
Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendagsdagian besar
fukhoha (para sarjana islam) adalahubah atau ibahah (halal atau kebolehan).

Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW:

AU Gnaaly padl (ad Ald 7 g 3ith Sell) aSia pllaind (pa QLudd) ydaa |y
P(alesay s ARy 015, ) slag Al 4 Lo gualily dglad adaiwy o Cag

Dari Abdullah bin Masud Rhadiyallahu anhu berkdf@asullullah Shalallahu
alaihi wassalam bersabda, “ Wahai generasi mudarabgsiapa di antara
kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikainena nikah itu
dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemalDan jika dia
belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puaskitat menjadi kendali
(obat). (hadis riwayat Bhukhori Muslim).

Hukum tersebut dapat berubah-rubah berdasarkanb-selbab i{lahnya)

kuasanya, dapat beralih menjadi makruh, sunatbywagn haram.

18 Imam Abi Abdillah muhammad bin Ismail bin Ibrahibmi al-Mughirah bin Bardasbah al_Bukhori,
Matan al-Maskul al-Bukhoyi(Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006), 251.
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1. Hukum makruh

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhamajasya telah wajar
untuk menikah, walaupun belum sangat mendesalpitblum ada biaya untuk
hidup sehingga kalau dia menikah akan membawa &easmn untuk istri dan anak-
anaknya, maka makruhlah baginya untuk menikah.préi@au dia menikah juga
hukumnya tidak berdosa atau tidak pula berpahetiarggkan apabila tidak menikah
dengan pertimbangan kemaslakhatan itu tadi makadraapatkan pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuemkah tetapi ia meragukan
dirinya akan mampu mematuhi dan mentaati suamiayandendidik anak-anaknya,
maka makruh baginya untuk menikah.

2. Hukum Sunat

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmanigeesng pria itu telah wajar
dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan ia aagtsekedar hidup sederhana,
maka baginya sunat untuk melakukan pernikahan. iAka@ dia menikah maka
akan mendapat pahala dan kalau dia tidak atau betemkah maka dia tidak
berdosa.

3. Hukum Wajib

Bagi orang yang mampu menikah baik dari segi matenipun non materi,
dan nafsunya telah bergejolak serta takut terjesutedalam perzinahan, maka
wajib baginya melangsungkan perkawinan, karena ambkpn dari yang haram

adalah wajib.
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4. Hukum Haram

Bagi seseorang yang tidak bisa memberikan nafkain Gan batin kepada
istrinya dan nafsunya juga tidak begitu mendesakn#h). Maka haramlah untuk
melangsungkan perkawinah.

Dengan demikian hukum melaksanakan perkawinan daknspektif hukum
Islam tergantung pada motifasi, niat, dan kondigjektif yang menyertai calon
mempelai yang bersangkutan sehingga hukum sesearatuk melaksanakan
perkawinan tidak sama atau berbeda antara sagadédain.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memetwtiutan hajat tabiat
kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dalamgkea mewujudkan suatu
keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan lsasiding, untuk memperoleh
keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengétehtuan-ketentuan yang
diatur oleh syariah. Rumusan tujuan di atas dapatdiskan sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tantbijat manusia

2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih

3. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghozalmbegi tujuan dan faedah
kepada lima hal, yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangaarigkurunan serta

memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;

2. Memenuhi tuntutan naluriah kemanusiaan;

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;

9 Maftuh ahnan, dan Maria UlfRisalah Fikih Wanita(Surabaya: Terbit terang), 274
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4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjais lpgrtama dari

masyarakat yang besar di atas dasar kecintaanagémdayang;

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki higungan yang

halal dan memperbesar rasa tanggung jafiab.

Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-undangl/l®74, masih
berpegang pada rumusan Pasal 1, yaitu pada anakakgiang berbunyi: “Dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahdan kekal berdasarkan
pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan tersebugandang harapan bahwa
dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleln gedtahagiaan, baik materil
maupun spiritual. Kebahagiaan yang diperoleh b@takibahagiaan yang bersifat
sementara saja, akan tetapi kebahagiaan yang kk&ena perkawinan yang
diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yaagydn berakhir dengan
kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan psd@angan ini maka pembuat
Undang-undang memberikan pembatasan yang ketatad#ggh pemutusan
perkawinan.

Masih dalam rumusan tujuan perkawinan tersebuta kitga mendapat
pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehiduparahlutangga yang bahagia
dan kekal haruslah didasarkan kepada Tuhan Yan@Mah. Pandangan ini sejalan
dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yangatisasikan di dalam kehidupan

baragama dan bernegara.

20 Asmin, Op.Cit, 12-13.
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4. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinag texjadi dimana pihak
mempelai atau salah satunya belum mencapai umy sadah diisyaratkan oleh
Undang-undang yang telah berlaku, yaitu jika pibak sudah mencapai umur 19
(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapar i (enam belas) tahéh.

Di dalam fikih mazhab Syafii karangan Drs. H. Idvlas’'ud dan Drs.H Zainal
Abidin S., bahwa diperbolehkan menikahkan anak mpuan yang masih kecil
kalau ia mau. Rosullullah SAW, pernah menikahi Alsketika berumur 6 tahdf.

Menurut mazhab Hanafi, perkawinan seorang anakilatau perempuan yang
masih kecil hukumnya sah, baik anak perempuan iasilmgadis atau masih
thayibah asalkan walinya adalah salah seorang dssahabah (keluarga dari pihak
ayah). Sedangkan imam Malik hanya mengakui perlawisemacam itu bila
walinya adalah ayahnya. Adapun pendapat Hanafiahdalla anak dinikahkan
seorang wali yang bukan ayah atau kakeknya, makéabelewasa dia berhak untuk
menolak perkawinan terselftit.

Menurut Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya fikih kega, mengatakan
bahwa anak yang berakal sehat, ayahnya mempunyautiak menikahkannya.
Beliau sependapat dengan pemikiran Ibnu Mundzihlasan az-Zuhri, Qatadah,
Malik, ats-Tsauri, al-Auza’l, Ahmad, Ishak, Syafilan para pengikut madhab

Hanafi. Hal ini didasarkan pada riwayat yang mengledn bahwa Ibnu Umar pernah

2! Hadi Kusuma, Hilmantukum Perkawinan di Indonesi@Bandung: Mandar Maju, 1990), 51.
22 |pbnu mas'ud, Zainal Abidirfikih Mazhab Syafi'l(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 289.
2 Abdul RahmanPerkawinan dalam syariat Islanjakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 45.
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menikahkan puteranya yang masih kecil. Lalu kedaangngadukan kepada Zaid,
hingga Zaid membolehkan keduarf{fa.

Sedangkan di dalam fikih wanita karangan Syaikh KdMuhammad Uwaidah
bahwa tidak diperbolehkan bagi orang tua atau Veainya menikahkan seorang
gadis yang sudah dewasa maupun janda, kecuali Wengaya. Jika hal itu tetap
dilakukan tanpa izin, maka nikahnya tidak sah sasiali. Adapun wanita yang di
bawah umur yang tidak mempunyai orang tua, makaktideorangpun boleh
menikahinya, baik karena alasan memaldizaiura) maupun tidak. Sehingga ia
mencapai usia baligh.

Demikian juga menurut pendapat Ibnu Syibrimah, kalidak diperbolehkan
bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang ndisibawah umur, kecuali
setelatbaligh dan mendapat izin darinya.

5. Batasusia Perkawinan

a. Batas Usia Perkawinan Per spektif fikih

Sahnya suatu perbuatan menurut hukum Islam adalals memenuhi dua
unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsuwokatiang) sedangkan syarat
merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatakumhu Jika ingin
melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun yiamatssyarat tertentu. Dan
sebelum mengetahui batas usia perkawinan, tertiiinlu harus mengetahui rukun
dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya dalasalah perkawinan

memiliki perbedaan yang tipis. Atas dasar ini mdkdk mengherankan jika

24 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: RkstAl-Kautsar, 2001), 62.
% Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidalfrikih Wanita,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 402.
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berkenaan dengaikhwal rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yalet
sebagian ulama’ dimasukkan kedalam rukun atauparasyikah, misalnya ulama
Malikiah menyebutkan lima rukun nikah, yaitu: 1)liw@erempuan, 2) maskawin, 3)
suami, 4) istri, dan 5) sighat akad. Kebanyakamal&yafiiyah menyebutkan lima
rukun nikah, tetapi dengan unsur-unsur tertentugyherbeda dengan mazhab
Maliki. Yaitu: 1) Suami, 2) istri, 3) wali, 4) dusrang saksi, dan 5) sighat ak&d.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah:

a. Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangangde larangan-larangan
yang terkatub dalam ketentuan Surat al-Baqoroh 28Atyaitu larangan perkawinan

karena perbedaan agama:
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27 ﬁ,}uj;v\.:v.@.lﬂw "A‘"—’“w"-’j L,A\JJL:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyskpelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmirn lelik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan jangankdmu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmirgbedum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih dik orang musyrik,
walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak keakersedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Alin menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada maausupaya mereka
mengambil pelajaran”.

Muhammad Amin Summaukum Keluarga Islam di Dunia Islanfjakarta: PT. Raja Gravindo
Persada, 2004), 96.
27QS. Al-Bagoroh’ (2): 221.
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Dengan pengecualianya dalam surat al-Maidah ayghify khusus laki-laki
Islam boleh mengawini perempuan-perempuan abhlibkitseperti Yahudi, dan

Nasrani:
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“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. kenan (sembelihan)
orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimdan makanan kamu halal
(pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) waniyang menjaga
kehormataf’[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanivanita
yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yatigeri Al Kitab
sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawiekenelengan maksud
menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tiga#a) menjadikannya
gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah bann{Tidak menerima
hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan iiahati kiamat
termasuk orang-orang merugi”.

\\ C

Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangesebut dalam al-
Quran surat an-Nisa’ ayat 22-3%:
b. Syarat khusus
a) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan
b) Kedua calon mempelai haruslah Islam
c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua caloneteengadi tidak boleh
perkawinan itu dipaksakan.

d. Harus ada wali nikah

2 QS. Al-Maidah (5): 5.
2 ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.
30 Ramulyo,0p.Cit, 50.
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Menurut imam Malik dan Syafii salah satu syaratngahnikah ialah adanya
wali. Namun demikian Daud Az-zahiri berpendapatviraiwali hanya diperlukan
bagi perempuan gadis. Daud berpendapat demikiaan&amemandang bahwa
perempuan gadis sebagai orang yang belum mampukmamamggung jawab secara
penuh atau belum dewasa. Karena janda dinilainkh tmiengetahui arti rumah
tangga dan mengetahui arti tanggung jawabnyadak tdisyaratkan menggunakan
wali dalam pernikahan.

Pendirian yang hampir sejalan dengan pendapat Datetlihat pula pendapat
Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan adanya wallkasasuami dari wanita itu
sebanding gekufy. Abu Hanifah dan muridnya, abu Yusuf, malah melaltkan
wanita menikahkan dirinya asalkan wanita itu wadlas dewasa, dan tidak harus
janda. Menurutnya, adanya wali dalam pernikaharyddah sunat saja, yaitu untuk
memelihara kehormatan dan kemulyaan watiita.

e. Harus ada 2 orang saksi, dan syaratnya saksi ls&ans, dewasa dan adil

f. Suami harus membayar maskawin kepada istrinya.

g. Pernyataan ijab Qobul. ljab adalah suatu pernyadaancalon wanita yang
lazimnya diwakili oleh wali, sedangkan Qobul ialahatu penerimaan dari pihak
laki-laki atas ijab dari pihak perempuan.

Disamping itu untuk memformularing secara resmiadeimasyarakat maka
setelah selesai upacara akad nikah dengan prosegaisalengan ijab qobul,
disunatkan untuk mengadakan walimah atau pestaawearén tetapi tidak wajib

hukumnya®

31 Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (eBrpblematika Hukum Islam Kontemporer (1)
(Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996), 61.
%2 Ramulyo,0p.Cit, 53.
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Di dalam Al Quran tidak dijelaskan secara pastntdeg batas usia
pernikahan, akan tetapi para ulama’ sepakat dalaselah usia pernikahan sangat
erat hubunganya dengan kecakapan bertindak. Hegnti dapat dimengerti karena
perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mintsameyung jawaban dan
diberi pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. aaktiap orang yang ingin
berumah tangga diminta kemampuanya secara utuh. yag menjadi dasar
kemampuan tersebut adalah akal berfikir sesotang.

Sebagaimana terdapat dalam ayat:

<
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“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umuatuk kawin. Kemudian
jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (panuainelihara harta),
Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.jdaganlah kamu makan
harta anak yatim lebih dari batas kepatutan damg@anlah kamu) tergesa-
gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasandaiapa (di antara
pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan (diari memakan

harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskifaka bolehlah ia makan
harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamanyerahkan harta
kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-séentang

penyerahan itug bagi mereka. dan cukuplah Allahageb Pengawas (atas
persaksian itu)”*

Sedangkan di dalam hadis, usia penikahan diteniuken usia baligh
seseorang. kriteria baligh ini terhadap anak laki-&pabila ia telah bermimpi keluar

mani/sperma dan terhadap perempuan telah keluah daid. Saat bermimpi keluar

% Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (eBrpblematika ...69.
3 QS. An-Nisa’ (4): 6.
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air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertasrapakan kriteria kedewasaan
terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesugardgperkembangan dan
pertumbuhan jiwa anak itu senditiDan ulama’ berbeda-beda dalam mengeluarkan
pendapat tentang usia tersebut, diantaranya taitu:

1. Ulama’ Syafilyah dan Hanabillah menentukan bahwasandewasa itu
mulai umur 15 belas tahun, walaupun mereka dapatrimea kedewasaan
dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa Keamsnya suara,
tumbuhnya bulu ketiak, dan lain-lain, tetapi kardaada itu datangnya
tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaarnuttiéénoleh umur.
Masa kedewasaan untuk pria dan wanita disamakag gaentukan oleh
akal. Dengan adanya akallah terjadilah taklif, damena akal pulalah
adanya hukum.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu daganguulai usia 19
tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. $gttan Malik menetapkan
18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. é¥ar beralasan
“ketentuan dewasa menurut syara’ adalah berminkaifena berdasarkan
kepada hukum mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkagi datangnya bila
usia telah 18 tahun. Umumnya antara 15 sampailiétmasih diharapkan
datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dgavita pada usia 18
tahun3®

3. Adapun Imamiyah, menetapkan usia baligh anak kii4dalah 15 tahun,

sedangkan anak perempuan adalah Sembilan tahun.

35 Masduki,Fikih, (Surabaya: Sahabat ilmu, 1986), 50.
% yanggo, AnsharyQp.Cit, 70.
3" Muhammad Jawad Mughniyafikih Lima Mazhab,(Jakarta: Lentera, 2001), 318.
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Berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas, membetdsimpulan bahwa
perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang sdeahsa. Tentang bagaimana
batas dewasa itu memiliki perbedaan antara lakidak perempuan dikarenakan
perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdaisatn komunitas tertentu atau
disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

Walaupun memang pada dasarnya Islam tidak menkgarsgahnya suatu
perkawinan karena kedewasaan pihak-pihak yang ak@nikah. Artinya, suatu
perkawinan tetap menjadi sah apabila rukun danasyg terpenuhi, tanpa
mengharuskan usia kedewasaan suami istri itu miampakemudahan yang
diberikan oleh agama, karena ada segi-segi ptaitifyang ingin dituju. Akan tetapi,
karena persoalan perkawinan bukanlah hal yang Rsao@r maka agama
mensyaratkan adanya beberapa rukun dan syarat J@emujuan untuk
menumbuhkan rasa tanggungjawab.

b. Perspektif Undang-undang No.1 Tahun 1974

Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 telah nteken batas usia bagi
pihak yang melangsungkan pernikahan, akan tetapel@® melangsungkan
pernikahan, maka calon mempelai harus memenuhatsggarat perkawinan yang
telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan NahlLin 1974, yaitu diatur
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Adapun -syaratt pada pokoknya adalah

sebagai berikut®

#Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agaman)skahan Penyuluhan HukynfJakarta:
Departemen Agama RI, 2001), 117-131
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1. Ada persetujuan dari kedua calon memp#&lai;

2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencad& tahun,
sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 t&hun;

3. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagbrainempelai yang
belum berumur 21 tahui;

4. Tidak melanggar larangan perkawiran;

5. Berlaku asas monogaﬁﬁ;

6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak merniikgit*

*pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan atastpjuan kedua calon mempelai.

“Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: Perkawinan hdiigiakan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanitatsudencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2)
Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasallapat meminta dispensasi kepada Pengadilan
atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua oramagpibak pria maupun pihak wanita. (3) Ketentuan-
ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau @Geth@atua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan
(4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal peta@n dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini
dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Paesghi5(6).

“pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinamasgoyang belum mencapai umur 21
(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedusgadiz. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua
orang tua telah meninggal dunia atau dalam keatidak mampu menyatakan kehendaknya, maka
izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperolehi daang tua yang masih hidup atau dari orang tua
yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam Hhlakerang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehapdaknaka izin diperoleh dari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai h@udgrah dalam garis keturunan lurus keatas
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapsiatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada
perbedaan pendapat antara orang-orang yang didelauh ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah
seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatpkadapatnya, maka Pengadilan dalam daerah
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkakawinan atas permintaan orang tersebut
dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendeogag-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan
(4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) ssintengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanngaiitlyang bersangkutan tidak menentukan
lain.

“’Pasal 8, yaitu: Perkawinan dilarang antara duagornmng: a) berhubungan darah dalam garis
keturunan lurus kebawah ataupun keatas, b) berlgaloudarah dalam garis keturunan menyamping
yaitu antara saudara, antara seorang dengan saoidar@ tua dan antara seorang dengan saudara
neneknya, c) berhubungan semenda, yaitu mertuak #riamenantu dan ibu/bapak tiri, d)
berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, asakrsusaudara susuan dan bibi/paman susuan, e)
berhubungan saudara dengan isteri atau sebagaathibikemenakan dari isteri, dalam hal seorang
suami beristeri lebih dari seorang, f) mempunydiungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku, dilarang kawin.

“pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawidengan orang lain tidak dapat kawin lagi,
kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 &yalgn Pasal 4 Undang-undang ini. Sedangkan
dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: (1) pada asastgm daatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya bolempunyai seorang suami. (2) Pengadilan
dapat member izin kepada seorang suami untuk bdebth dari seorang apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan.
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Selain persyaratan di atas terdapat ketentuan daksal 2 ayat (1) Undang-
undang Perkawinan maka perkawinan dianggap sahlamhlaksanakan menurut
agama dan kepercayaan masing-masing, yang dimakesogan hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya adalah termasituat perundang-undangan
yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengdangrundang.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasak Z1ayersebut diatas
maka bagi warga Negara Indonesia yang beragaman Isipabila hendak
melaksanakan perkawinan supaya sah harus memeetemtkan-ketentuan tentang
perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawiilséam. Demikian juga bagi
umat yang beragama non Islam, hukum merekalah ys@n menjadi dasar
pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Disamping ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa sapegieawinan ditentukan
oleh agama dan kepercayaan masing-masing, makamétasal 2 ayat (2) UUP ini
menentukan juga persyaratan, bahwa tiap-tiap penkawharus dicatat menurut
perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa syarat-syarat perkawinan di atagy yaenjadi pembahasan di
sini adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Penan hanya diizinkan jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) talamnpihak wanita mencapai
umur 16 (enam belas) tahun”.

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untulelangsungkan
perkawinan, Undang-undang memperbolehkan penyingrateyhadap syarat umur

tersebut, yaitu terdapat Pasal 7 ayat (2) dan (3):

“Pasal 11 ayat (1) Bagi seorang wanita yang puttkapénannya berlaku jangka waktu tunggu. (2)
Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayaakdn diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih
lanjut.
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(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasadapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat laindiamguk oleh kedua orang tua
pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salahreeatau kedua orang tua
tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undangngnaha, berlaku juga dalam hal
permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal engah tidak mengurangi yang
dimaksud dalam Pasal 6 ayat(6).

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atektdijelaskan secara pasti
tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasamdtatika mengajukan dispensasi
pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. $eghitidak ada batasan-batasan
tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan pbonan dispensasi perkawinan
bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena ragmakya mengetahui bahwa
ada Undang-undang yang mengatur tentang masatainter

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minus@ pernikahan ini
tentunya melalui proses dan berbagai pertimbartdahini dimaksudkan agar kedua
belah pihak benar-benar siap dan matang dari isi& fpsikis dan mental. Serta
mencegah adanya perkawinan di bawah umur. Disampingerkawinan juga
bermasalah dengan kependudukan. Ternyata batas yangr lebih rendah bagi
seorang wanita untuk menikah , mengakibatkan lejahiran yang lebih tingdr

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yadngang lebih sama.

Pada Pasal 18,KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sapert Pasal

“*Rachmadi Usmarmspek-aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaandtinesia (Jakarta: Sinar
grafika, 2006), 275.

“®pasal 15 (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rtamgga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh
calon mempelai yang telah mencapai umur yang giteta dalam pasal 7 Undang-undang No.1
Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnyanber 16 tahun. (2) bagi calon mempelai yang
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7 Undang-undang Perkawinan. Demikian juga soaledisasi perkawinan di bawah
umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasengapa dispensasi itu bisa
diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga danatutangga. Akan tetapi pada
kenyataannya di lapangan menunjukkan, bahwa penlsmwidi bawah umur
bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan ruaragga, melainkan justru
banyak berujung pada perceraian.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini meyg dampak negatif
baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menpara sosiolog, ditinjau dari sisi
sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmsnisgluarga. Hal ini disebabkan
oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dam berfikir yang belum
matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspakmemang mempunyai
banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerirdgalgghmentolerir pernikahan di
atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuiita/&

6. Dampak Perkawinan dibawah umur

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dengan adpeykawinan di bawah
umur, yaitu:

1. Dampak terhadap hukum

Adanya pelanggaran terhadap Undang-undang di Né&gargaitu:

a. UU No.1 Tahunl1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pudah mencapai umur

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umurhifta

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ibagsémana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),
(3), (4) dan (5) UU Tahun 1974,
4" http/Pesantren Virtual.com



32

Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seoyang belum mencapai
umur 21 tahun harus mendapat izin kedua oran@ftua.

Walaupun Undang-undang tersebut menyebutkan adadispensasi
perkawinan bagj orang yang ingin melangsungkan gwirkan, akan tetapi
perkawinan di bawah umur secara langsung tidak memeketentuan yang
diharapkan oleh Undang-undang No 1. Tahun 1974.

b. Undang-undang No.21 Tahun 2002 tentang Perlinduagek, terdapat

padaPasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampalkat, dan
minatnya dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak“dnak.

Undang-undang di atas sebenarnya memiliki fungsulkumelindungi anak
dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan oran@ggar anak tetap memperoleh
haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang sertindangi dari perbuatan
kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karenaami@gs pernikahan dini bukanlah
kehendak dari anak itu sendiri, melainkan dari gram.

2. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya maddiam proses menuju
kematangan sehingga belum siap untuk melakukanngaiouseks dengan lawan
jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian mekam. Ketidaksiapan organ
reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yamgabaya bagi ibu dan

bayinya, penelitian yang dilakukan oleh sejumlatrgprian tinggi dan LSM

perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah ummar@di organ reproduksi

“8 SudarsonoHukum Perkawinan Nasiong] Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 41.
43 Http//www.Undang-undang Perlindungan Anéiiakses pada tanggal 19 maret 2010).



33

belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit paelroduksi, misalnya
pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, kegngdan kemandulan. Usia
ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuamrasekkurangnya adalah
sejalan dengan usia kematangan psikologis yakrtaBan, dimana ibu dipandang
telah siap secara fisik dan mental untuk meneriraba&iran buah hati dengan
berbagai masalahny8.

3. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengertarignhubungan seks,
sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepgajamalam jiwa anak yang
sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesdlipmya yang berakhir pada
perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atasigart hidupnya. Selain itu, ikatan
perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk mestgfependidikan (Wajar 9
tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnydaskak-hak lainnya yang
melekat dalam diri anak.

4. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sisidhya dalam masyarakat
patriarki yang bias gender, yang menempatkan parampada posisi yang rendah
dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki sagadiSi ini sangat bertentangan
dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islagn sgagat menghormati
perempuan(Rahmatan lil Alamin).Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya

patriarki yang bias gender yang akan melahirkarfadan terhadap perempuan.

0 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam berwawasan gend@ialang: UIN Malang Press, 2008), 110.
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5. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu pdlagang gemar
berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenahaéstdahpedofilia. Perbuatan
ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakaks senak), namun dikemas
dengan perkawinan se-akan-akan menjadi legal. Halbertentangan dengan
UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kboga Pasal 8%,
ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, mmiButahun dan pidana
denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupmpabila tidak diambil
tindakan hukum terhadap orang yang menggunakaruaéks anak secara ilegal
akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaklddmaakan menjadi contoh bagi
yang lain>?

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan diau gierkawinan di bawah
umur (anak) lebih banyakudharatdari pada manfaatnya. Oleh karena itu lebih baik
menghindari dari pada terjadi hal-hal yang tidaiginkan dikemudian hari dan
orang tua harus memahami peraturan perundang-uadanguk melindungi anak
dari perbuatan-perbuatan yang dilarang.

C. Dispensasi Perkawinan
Dispensasi adalah Pembebasan (dari kewajiban)nggdoman waktu atau

keringanar’® Sedangkan perkawinan menurut Wahbah al-Zuhailjaheékad yang

51(1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan daseatau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan laianglipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat aftitahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan padiedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam (ayaberlaku pula bagi setiap orang yang
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, seranghabohongan, atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
zz Http//www.dwp.or.id/dwpl.php? kas=128noid=799 ksias pada tanggal 12 juni 2010).

Ibid, 104
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telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang laki-épat mengambil manfaat untuk
melakukaristimta’ dengan seorang wanita atau sebalikitya.

Jadi berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudksmgan dispensasi
perkawinan adalah keringanan yang diberikan Pelayadhgama kepada calon
mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkskawinan, bagi pria yang
belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wéeitam mencapai 16 (enam
belas) tahun.

Ketentuan yang mengatur tentang dispensasi perkawdnbawah umur yang
berlaku sejak disahkannya Undang-undang No.1 Td®Id, secara lengkap telah
diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3imah975, yaitu:

a) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagk gang belum
mencapai umur minimum, yakni:

1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua cedopelai;

2) Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkankatean
belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat idagsémana
yang dimaksud Pasal 6 ayat 2,3,4, dan 5 Undangagna 1 Tahun
1974.

b) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasiradgyang belum
mencapai umur minimum, yaitu:

1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahemdak
melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi
Pengadilan Agama.

2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersedatgat (1) pasal
ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun tearkepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidardsn
berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkntuk
memberikan  dispensasi tersebut, maka Pengadilan mé&ga
memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;

4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepastaopon untuk
memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

** Nuruddin, TariganQp.Cit, 38.
% SudarsonoQp.Cit.,42-43.
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D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara

Dalam pengambilan suatu putusan, hakim diharapkan diminta dapat
memepertimbangkan putusannya tentang benar tidalewgdu peristiwa yang
diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus enigsa dan mengadili setiap
perkara yang diajukan kepadanya. Setiap mengamitilsan harus melihat dari
berbagai aspek. Baik hal itu berupa putusan atapemetapan. Dalam hal ini ada
beberapa hal yang harus dilakukan hakim dalam gresegambilan sebuah putusan,
yaitu:

1. Musyawarah Majlis Hakim

Musyawarah majlis hakim merupakan perundingan yditeksanakan untuk
mengambil keputusan terhadap suatu perkara yangkdia kepadanya dan sedang
diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yamgbang. Musyawarah majlis
hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apg gidasilkan dalam rapat
majlis hakim tersebut hanya diketahui oleh anggogglis hakim yang memeriksa
perkara tersebut sampai putusan tersebut dibacd#am sidang terbuka untuk
umum. Tujuan diadakan musyawarah majlis ini adalatuk menyamakan persepsi
agar perkara yang sedang diadili itu dapat diajupatusan yang seadil-adilnya
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua majlis hakim memimpin rapat permusyawaratarsebut dengan
memberikan kesempatan pertama berbicara kepadatanggjlis yang junior untuk
mengemukkan pendapatnya, kemudian baru hakim sdaiorterakhir baru ketua
majlis hakim itu sendiri. Dalam permusyaratan msajftiakim itu setiap hakim

mempunyai hak yang sama dalam hal:
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1) Mengonstantir peristiwva hukum yang diajukan oleragaihak kepadanya
dengan melihat, mengakui, atau membenarkan tetgditeya peristiwa
yang telah diajukan tersebut,

2) Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihpikak kepadanya,
peristiwa yang telah dikonstantirnya itu sebagaiispera yang benar-
banar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir fagti menilai peristiwa
yang dianggap benar-benar terjadi itu, dengan leataharus ditemukan
hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah diladimstu,

3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau neikén kaeadilan
kepada para pihak yang berperk&ra.

2. Metode Penemuan Hukum

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yala@ diperiksa oleh

hakim majlis merupakan suatu hal yang paling gildksanakan meskipun hakim
dianggap mengetahui hukuus curia novit),sebab hukum itu berbagai macam
ragamnya, ada yang tertulis ada juga yang tidatuligr Tetapi hakim harus

mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajlkepadanya, ia tidak boleh
menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada Mmykurmatau belum jelas

hukumnya, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebaganegak hukum ia wajib

menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yhitlyp dalam masyarakat.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukapaklanya harus

mengetahui dengan jelas tentang fakta dan perisyimray ada dalam masalah

tersebut. Oleh karena itu sebelum majlis hakim atehkan putusannya terlebih

%% Abdul MananPenerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradidyama(Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2006), 275.
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dahulu harus menemukan fakta dan peristiwva yangng&mp dari penggugat
maupun tergugat, serta alat-alat bukti yang diajubdeh pihak dalam persidangan.
Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh piitesd« yang berperkara kurang
jelas dan kurang lengkap, maka majlis hakim kafebatannya dapat menambah
atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjaak tieerugikan pihak-pihak yang
berperkara’

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatwnhuttalam suatu
perkara yang sedang diperiksa dalam persidangajfis thakim dapat mencarinya
dalam:

1. Kitab Perundang-undangan sebagai hukum tertuliarafain:

a. HIR/ Rbg

b. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilamyag

c. Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kehakiman

d. Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahanUatdang-undang

No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

e. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Perkawinan

f. PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangigriRlerkawinan

g. Kitab-kitab fikih Islam.

2. Kepala adat dan penasehat agama sebagaimana tetdipa Pasal 44 dan

15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis;

3. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakdak tholeh terikat

dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapatyimpang dan

berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakiaenatas putusan atau

57 |bid. 278.
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tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontempatpi hakim dapat
berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memmasatkeadilan bagi
pihak-pihak yang berkara;
4. Tulisan-tulisan ilmiah para-pakar hukum, dan bukiabilmu pengetahuan
lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara ystang diperiksa itu.
Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sefvegmaitersebut di
atas, jika tidak diketemukan dalam sumber-sumbeselbeit maka ia harus
mencarinya dengan mempergunakan metode interprd&asi kontruksi. Metode
interpretasi adalah penafsiran terhadap Undangngndaasih berpegang pada teks
itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergumakaalaran logisnya untuk
mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-unddintana hakim tidak lagi
terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetagmgen syarat hakim tidak
mengabaikan hukum sebagai susatu sisfem.
3. Tehnik Pengambilan Putusan
Dari segi metodologi, para hakim dilingkungan P#amd Agama dalam
mengambil keputusan terhadap perkara yang diperilden diadili hendaknya
melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Perumusan masalah atau pokok sengketa
Perumusan masalah atau sengketa dari suatu pet&pad disimpulkan dari
informasi baik dari penggugat maupun tergugat, ytangujat dalam gugatannya dan
jawaban tergugat, replik dan duplik.
Dari persidangan pada tahap jawab-menjawab ituddimhyang memeriksa

perkara tersebut memperoleh kepastian tentangiperikonkrit yang disengketakan

%8 |hid. 279.
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oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakanhiniing merupakan pokok masalah
dalam suatu perkara.

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Setelah hakim merumuskan pokok permasalahannya,udiem hakim
menentukan siapa yang dibebani pembuktian untutamper kali. Dari pembuktian
inilah hakim akan mendapatkan data untuk diolahagorenemukan fakta yang
dianggap benar atau fakta yang dianggap qali&bnstatir). Data berupa fakta yang
dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah di uidarannya.

c. Analisa data untuk menemukan fakta

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yatanaliproses lebih lanjut
sehingga melahirkan keputusan yang akurat dan B&nar

d. Penemuan hukum dan penerapannya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, sgtef@d hakim menemukan
dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak ehaskedar mencari
Undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada pe&igang konkrit, tetapi yang
dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada peristiauag konkrit.

Jika peristiwa konkrit tersebut telah ditemukan dmkya, maka hakim harus
mengadakan interpretasi terhadap peraturan pergndatangan tersebut. Sekiranya
interpretasi tidak dapat dilakukannya, maka ia $farmengadakan konstruksi

hukum®?

59 |bid. 286.
50 |hid. 287.
51 |hid. 288.
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4. Pengambilan keputusan

Tujuan suatu proses di Pengadilan adalah untuk mexgh putusan hakim
yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu puthakim yang tidak bisa diubah
lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara keduahbelhak yang berperkara
ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud awgggbila tidak ditaati secara
suka rela, dapat dipaksakan dengan menggunakamapeaiat-alat Negara.

Semua putusan-putusan Pengadilan harus memuan-alasan putusan yang
dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan etars sebagai pertanggung
jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masagara pihak, Pengadilan
yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Karena dengansaaitulah maka putusan
mempunyai wibawa.

Putusan hakim dituangkan dalam bentuk tertulis yd@isgbut dengan putusan.
Putusan dengan format yang telah ditentukan olettablgrundang. Dengan dibuat
putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyalatas kebenaran peristiwa

hukum dan penerapan peraturan perundang-undangarastepat dalam perkara

yang diadili tersebu?

52 |hid. 2809.
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BAB |11

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ajaran mengenai metodedeaeyang digunakan
dalam proses penelitian. Metode memakai persyapdesyaratan yang ketat untuk
memberikan penggarisan dan bimbingan yang cernldi t©an syarat-syarat
tersebut dituntut untuk memperoleh ketepatan ddven@rarf’® Metode-metode
dalam hal ini terdiri dari:

A. Lokas Penelitian

Penulis melakukan riset memilih lokasi di Pengadikegama Blitar seperti
yang ditulis pada anak judul, yang mana lokasi ya@gulis teliti adalah tempat di
mana penulis tinggal di sana. Jadi lebih memudahgenulis untuk mencari

informasi. Maka dari itu penulis memilih lokasi ¢ebut dengan harapan bisa

83 Kartini Kartono,Pengantar Metodologi Riset SosiéBandung: Mandar Maju, 1990), 20-21.
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bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat seter@phingga lebih memiliki
kesadaran hukum yang berlaku.
B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian
lapangan. Penelitian lapangan pada hakikatnya rakamp metode untuk
menemukan secara khusus dan realistis apa yarty tevfadi pada suatu saat di
tengah masyarakat. Dengan mengadakan penelitiamenan beberapa masalah
aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekd@rediiri dalam bentuk gejala
atau proses sosid.

Penulis ingin mengadakan penelitian tentang disgsnzernikahan di bawah
umur yang terjadi pada masyarakat Indonesia, yaagamhampir pada setiap
lingkungan masyarakat memiliki potensi dan alasaisendiri dalam mendorong
tumbuhnya pernikahan di bawah umur, yang tentursiagan alasan dan faktor
pendorong yang berbeda sesuai dengan tingkat kesaddan pendidikan
masyarakat.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniahdpéndekatan kualitatif.
Yang mana, pendekatan kualitatif sebenarnya meanpékta cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dikataséleh responden secara tertulis
atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dapethjari adalah objek penelitian

yang ututf®

% Kartono,Op.Cit, 33.
% Soejono Soekant®engantar Penelitian Hukunjakarta: Ul-Press, 1986), 32.



44

Penelitian kualitatif ini digunakan karena data gyatikumpulkan bercorak
kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata bukaarkitatif yang berbentuk angka,
karena tidak menggunakan alat pengukur. Selaisituasi lapangan bersifat natural
sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi dan defhefisnnya.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami feeoa sosial dan
memperbanyak pemahaman secara mendalam tentarkgpelnelitian. Yang mana,
pada dasarnya penulis secara pribadi aktif beakserdengan subjek penelitian dan
penulis bebas menggunakan invitasi dan dapat mekanuagaimana merumuskan
pertanyaan. Dengan pendekatan ini, penulis langsarjgn ke lapangan untuk
mengerti dan memahami gejala yang diteliti, kemudmaelakukan wawancara
dengan hakim untuk mendapatkan data yang valid.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data asli yang langsitegnda dari orang yang
diwawancara. Data yang dikumpulkan ini sifatnyadsdsenar orisinil. Sumber data
ini bisa diperoleh melalui wawancara atau interviemgsung kepada beberapa
hakim yang melaksanakan proses persidangan tepemkg@winan di bawah umur
pada perkara dispensasi perkawinan di PengadilammAgBlitar, sebab hakim
merupakan objek utama dalam penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data kedua setelalprilaier yang diperoleh
atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh oyamg melakukan penelitian dari

sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasarperaleh dari perpustakaan atau
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dari laporan-laporan penelitian terdahfiyaitu dengan cara menghimpun data-data
dari perundang-undangan, buku-buku karya ilmiahpokan tahunan Pengadilan
Agama Blitar, dokumen-dokumen putusan dari PengadiNgama tentang dispensasi
perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Bldan lain-lain. Data sekunder
memberikan informasi dan data yang telah disalieyjedmahkan, atau dikumpulkan
dari sumber-sumber aslinya, dan dibuat foto kom-fmpiannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwaiperidtal-hal, keterangan-
keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagitau seluruh elemen populasi
yang akan menunjang atau mendukung penelitian.ngkda teknik pengumpulan
data yang digunakan oleh peneliti, meliputi:

1. WawancardInterview)

Dalam pelaksanaan penelitian, interview bukan kemlpt yang terpisah atau
khusus, melainkan merupakan suplemen bagi metoddettaik lainnya. Interview
adalah percakapan dengan cara bertatap muka yaagriya memperoleh informasi
faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadianivitii, atau untuk tujuan-tujuan
konseling, penyuluhan, terapeufts.

Dari pengertian interview di atas, wawancara mekapacara yang digunakan
seseorang untuk tujuan satu tugas tertentu, menoena@apatkan keterangan atau
pendirian secara lisan dari seorang responden,adehgrcakap-cakap berhadapan

muka dengan orang itu untuk meminta suatu keterafiga

% Ibid. 83

67 Kartono,Op.Cit, 187-189.

% KoentjaningratMetode-metode Penelitian Masyarakgdakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
1994), 129.
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Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secamngslang terhadap dua
hakim Pengadilan Agama yang dianggap kompeten datamsalah dispensasi
pernikahan di bawah umur, hakim yang penulis waaendisini bukanlah hakim
yang menangani kasus atau perkara dispensasi dikehwah umur yang penulis
ambil sebagai contoh dalam lampiran, karena halingymenangani kasus tersebut
kebanyakan sudah dimutasi oleh Pengadilan dan ipehahya dibatasi untuk
mewancarai dua hakim saja, yaitu:

a. Wakil Hakim : Bpk. Drs. Nuril Huda, MH

b. Hakim Anggota : Bpk. Drs. Imam Syafi’i, SH, M.

Tehnik wawancara ini digunakan untuk memperolehajzam secara jujur dan
benar serta keterangan yang lengkap dari informatluteingan dengan obyek
penelitian, atau dengan kata lain sebuah dialog yhAlakukan oleh pewawancara
untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

2. Dokumentasi

Dalam sebuah penelitian dokumen adalah salah satode yang sudah lama
digunakan sebagai salah satu sumber data yang fiatkan untuk menguiji,
menafsirkan, bahkan untuk meramalkan data.

Metode dokumentasi ini dipilih, sebab tanpa metatbd&kumentasi maka
analisis penelitian tidak akan berjalan meskipukudoentasi bukanlah hal yang
pokok dalam berjalannya penelitian. Akan tetapiudokntasi merupakan penunjang
yang penting dalam berjalannya penelitian.

Salah satu dokumentasi yang digunakan dalam pemneliini adalah

dokumentasi dari hakim tentang perkara yang sudahtuskan, foto-foto selama
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penelitian berlangsung, dan catatan lapangan aail Wwawancara yang nantinya
akan diolah menjadi analisis data.
F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan #&mgknaka tahapan
selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun untuighmedari agar tidak terjadi
banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maksakbg teknik analisis
data yakni dengan menganalisa data-data yangdeleholeh untuk mencapai suatu
kesimpulan yang tepat dalam penelitian. Dengan leaitadalam proses analisis data
ini memerlukan usaha secara formal untuk mengifilkenti tema-tema dan
menyusun hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampuil&h data, serta upaya untuk
menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut diduileh data.

Dan teknik pengolahan data pada penelitian inisdal

1. Editing

Yaitu dengan cara meneliti kembali data catatara gancari data untuk
mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukigpdbn dapat segera disiapkan
untuk keperluan proses berikutnya. Lazimeghting dilakukan terhadap kuesioner-
kuesioner yang disusun tersetruktur, dan yang pemgiya melalui wawancara
formal. Para editor mengorek isinya kembali. Dengara ini diharapkan akan dapat
meningkatkan kualitas kebaikan data yang henddkhiidan dianalisig’

Tahap ini dilakukan setelah data-data mengenahn&lajang berkaitan dengan
penyebab meningkatnya dispensasi perkawinan di bhawwaur serta pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawithiabawah umur yang

diperoleh dari berbagai subjek penelitian, terutamfi@rmasi dari hakim. Langkah

®Bambang Sunggondjetodologi Penelitian HukungJakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 129
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ini dilakukan dengan cara mengoreksi ulang, memisaca memperbaiki jika ada
data-data yang kurang sesuai dan masih meragukbadtp hasil wawancara
penulis dengan beberapa hakim yang kemudian pemédimbetulkan kesalahan-
kesalahan tersebut.

2. Classifying

Yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah difgdr agar lebih mudah
dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kehutyang diperlukan.
Klasifikasi data merupakan bagian integral dariliaisa karena tanpa adanya
klasifikasi maka tidak ada jalan untuk mengetatpas gang kita analisiS. Tujuan
dilakukannya klasifikasi adalah dimana hasil wavesiac diklasifikasikan
berdasarkan katagori tertentu, yaitu berdasarkeamgan dalam rumusan masalah,
sehingga data yang diperoleh benar-benar memuwatiatki yang dibutuhkan dalam
penelitian’*

Keterangan-keterangan yang telah diperoleh berkisahasil wawancara
dengan beberapa hakim di Pengadilan Blitar selayguakan dipisah-pisahkan dan
kemudian dikelompokkan berdasarkan pertanyaan wtlangan masalahnya. Hal ini
juga memudahkan bagi penulis serta pembaca dalamah@mi maksud dari
penelitian ini.

G. AnalissData

Analisis data adalah proses mencari dan menyusiarassistematis data yang

telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lgpandan dokumentasi, dengan

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, abarjan ke dalam unit-unit,

;iLeny MoleongMetode Penelitian Kualitatif{Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), 290.
Ibid, 104
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melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memiiiha yang penting dan yang
akan dipelajari dan membuat kesimpulan. Sehinggdamdipahami oleh diri sendiri
maupun orang laiff

Sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian iglah dijelaskan, maka
analisis data yang digunakan dalam penelitian dailah deskriptif kualitatif yang
mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gaméarbukan angka. Yang
nantinya, hasil laporan penelitian ini akan bekisiipan-kutipan data yang berasal
dari naskah wawancara, catatan lapangan, fotoddmmen penting lainnya untuk
memberi gambaran penyajian laporan tersébut.

Tujuan utama dari deskriptif kualitatif adalah meskripsikan apa yang
berlaku saat ini. Didalamnya ada upaya mendeskdpsimencatat, menganalisis
dan menginterpretasikan kondisi yang sekarangdiegtau ada, guna memperoleh
informasi yang masih berlaku mengenai keadaan melsyta Penelitian tidak
menggunakan hipotesa, tetapi hanya mendeskripsifarmasi apa adanya sesuai

dengan variabel-variabel yang ditelfti.

2 SugiyonoMetode Penelitian Kualitatif dan R & D(Bandung: Alfabeta, 2008), 244.
3 Moleng,Op.Cit, 11
" Mardalis,Metode Penelitian Suatu Pendekatan Propogahkarta: Bumi Aksara, 2003), 26.
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BAB IV
HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FENOMENA PEMBERIAN

DISPENSAS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PADA TAHUN 2008-2010

Pernikahan di usia muda bukanlah hal baru yangaderfli Indonesia.
Berdasarkan hasil dari laporan tahunan perkara yditegima oleh Pengadilan
Agama Blitar cukup membuktikan. Bahkan jumlah peakgang masuk mengenai
dispensasi nikah dari tahun ke tahun cenderungngkai. Hal tersebut dapat kita
lihat pada tabel dibawah ini.

Laporan Tahunan 2008 dan 2009 tentang perkara gisggma di Pengadilan

Agama Blitar:"®

No. Jenis Perkara 2008 | 2009

1. | PERKAWINAN

'S Laporan tahunan: 2008 Pengadilan Agama Blitatatey perkara yang diterima



1) Izin Poligami 5 8
2) Pencegahan Perkawinan 0
3) Penolakan Perkawinan oleh P 0 0
4) Pembatalan Perkawin 2 2
5) Kelalaian atas kewajiban suami i 0 0
6) Cerai Talak 1085 | 1180
7) Cerai Gugat 2057 | 2251
8) Harta bersama 9 6
9) Penguasaan Anak 0 1
10) Nafkah Anaka oleh ibu karna Ayah tidak mar 0 0
11) Hak-hakbekas istri/ kewajiban bekas su 0 0
12) Pengesahan an 0 0
13) Pencabutan kekuasaan orang tua
14) Perwalian 7 13
15) Pencabutan kekuasaan wali Q
16) Penunjukan orang lain sebagai wali olehO 0
Pengadilan

17) Ganti rugi terhadap wali 0 0
18) Asal-usul ana 0 0
19) Penolakan Kawin Campur 0 0
20) Isbat Nikah 12 30
21) Izin Kawin 0 0
22) Dispensas Nikah 46 59
23) WALI Adhal 29 28

2. | EKONOMI SYARI'AH 0 2

3. | KEWARISAN 2 4

4. | WASIAT 0 0

(5 HIBAH 0 0

6. | WAKAF 0 0

7. ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH 0 0

8. P3HP 0 1

9. | LAIN-LAIN il 19
JUMLAH 3225 | 360¢
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Laporan Tahunan 2008 dan 2009 tentang perkara ¢igogus di Pengadilan

Agama Blitar’®

No. Jenis Perkara 2008 | 2009
1. | PERKAWINAN
1) Izin Poligam 4 4
2) Pencegahan Perkawir 0 0
3) Penolakan Perkawinan oleh PPN 0 (
4) Pembatalan Perkawinan 1 2
5) Kelalaian atas kewajiban suami istri 0 0
6) Cerai Talak 989 1024
7) Cerai Gugat 1873 | 2035
8) Harta bersan 2 1
9) Penguasaan An 0 1
10) Nafkah Anaka oleh ibu karna Ayah tidak mampu 0
11) Hak-hak bekas istri/ kewajiban bekas suami D
12) Pengesahan anak 0 0
13) Pencabutan kekuasaan orang tua 0]
14) Perwalial 5 13
15) Pencabutan kekuasaan \ 0 0
16) Penunjukan orang lain sebagai wali ¢ O 0
Pengadilan
17) Ganti rugi terhadap wali 0 0
18) Asal-usul anak 0 0
19) Penolakan Kawin Campuran 0 0
20) Isbat Nikah 12 24
21) Izin Kawin 0 0
22) Dispensas Nikah 37 59
23) Wali Adhal 26 23
2. | EKONOMI SYARI'AH 0 0
3. | KEWARISAN 3 0
4. | WASIAT 0 0
5 | HIBAH 0 0
6. | WAKAF 0 0
7. | ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH 0 0
8. | P3HF 0 0
9. | LAIN-LAIN 2 16
10. | Ditolak 28 17
11. | Coret 2 34
12. | Gugur 26 33
Jumlal 312C | 347

' Laporan tahunan: 2008 Pengadilan Agama Blitataten perkara yang diputus
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Sedangkan pada tahun 2010, data yang diperolehahgaya bulan Januari
sampai dengan bulan Juni, sehingga data tersebsih ndalam bentuk sebuah
laporan bulanan. Pada awal tahun 2010, pada batarad Pengadilan Agama telah
menerima 9 berkas perkara permohonan dispensash.nitan bulan berikutnya
mengalami penurunan jumlah menjadi 7 perkara yaagukn Adapun pada bulan
berikutnya mengalami satu peningkatan yaitu 8 parkdedangkan pada bulan April
ada 5 perkara yang masiiklika kesemuanya dijumlah, dari bulan Januari sampa
dengan bulan Juni totalnya menjadi 42 perkara yhtegima di Pengadilan Agama
Blitar.

Sedangkan pada tahun 2010 perkara yang diputus pdda Januari ada 3
perkara dari perkara asal 9 perkara ditambah sikmbalu 4 perkara. dari jumlah
perkara tersebut yang dikabulkan ada 3 perkara ydang dicabut 2 perkara.
Sedangkan pada bulan Februari perkara yang dipukas perkara, bulan Maret 11
perkara, dan bulan April 5 perkara. Dari keempdamtersebut perkara yang diputus
merupakan semua perkara yang dikabulkan oleh Paag@dama Blitar’®

Agar lebih mudah dalam memahami data diatas, berikbel perkara

dispensasi nikah yang diterima dan diputus padant2010:

No. Bulan Perkarayang diterima | Perkara yang diputus
1. Januari 9 3

2. Februari 7 7

3. Maret 8 11

4, April 5 5

5. Mei 7 5

" Laporan Tentang Perkara yang diterima dan diputus
8 Laporan Tentang Perkara yang diterima dan diputus
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6. Juni 6 5

Jumlah 42 33

Melihat fakta tersebut perkawinan di bawah umurretiksi akan semakin
meningkat hingga akhir tahun, walaupun Undang-ugdd&erkawinan masih
memberikan kelonggaran kepada orang yang inginkaknakan tetapi mereka yang
ingin mendapat izin dispensasi nikah dari Pengagditzarus dapat memberikan
alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka inahikesia dini. apakah alasan
tersebut dapat diterima dan memenuhi kriteria &tlak. Karena jika semua orang
yang mengajukan dispensasi dikabulkan maka setamaatis tidak memenuhi apa
yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 tdl@a.

Dari perkara yang diterima di atas tidak semuanlabailkan oleh Pengadilan
Agama, ada beberapa perkara yang dikabulkan danbelarapa perkara yang
ditolak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktarigpihak pemohon dan termohon
dalam memberikan alasan mengapa ingin melangsunggankahan dini. Dalam
hal ini hakimlah yang memutuskan, dan hakim dituntutuk memberikan putusan
yang tepat bagi mereka. Karena jika tidak akan miealgkan maraknya kasus
pernikahan dini di Indonesia.

Jumlah perkara yang masuk dan perkara yang digetsgaimana pemaparan
di atas tentunya tidak muncul begitu saja. Ada tmi® alasan yang
melatarbelakangi maraknya fenomena dispensasi.nikaam hal ini Imam Syafii —
hakim Pengadilan Agama Blitar— menyebutkan bahvesaal yang menyebabkan
maraknya dispensasi nikah adalah karena faktor akoikeluarga, kekhawatiran

orang tua, dan hamil diluar nikah, sebagaimanayp¢san berikut ini:
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“alasan yang menyebabkan banyaknya dispensasivpieds di bawah umur
itu faktornya banyak sekali, itu pengaruh-pengasoBial, artinya dari segi
agama mungkin tentang akhlak, itu yang pertama, jkgeena hampir 100%
yang mengajukan dispensasi nikah itu sudah kecataKaktor lainnya hanya
faktor penunjang ajamisalkan faktor pengaruh lingkungan, bisa saja dari
akibat keluarga yang mengalami masalah perekononoi@mg tuanya yang
tidak mampu. Ya dari padagurusanak lama-lamaa dinikahkanaja, kalau
dinikahkan, kan ada yang bertanggung jawaiitu...Selain itu kalaungliat
hubungan pacaran anaknya pasti oranghgerasakhawatir, solusinya orang
tua menikahkan anaknya meskipun anaknya itu maeiii, lakan tetapi kalau
sampe keblabasan sampe anaknya hamil, jalan yang terbaik adalah
menikahkan mereka bigak menanggung malu’

Nuril Huda juga menyebutkan hal yang senada bahwa:

“zaman sekarang pergaulan makin bebas tanpa hggearan itu bukan hal

yang tablkayakzaman saya dulumalahanpacaranyayak tanggung-tanggung

sampehamil, orang tua mana yamgk takut melihatkayak gitu, dari pada

anaknya hamil duluan sebelum nikgh mendingdikawinin dulu aja, tapi

kalau udah keduluanhamilnyaya buruan dikawinin ltulah mengapa banyak

sekali yang mengajukan dispensasi nikah ke Peragadf

Dari hasil wawancara dengan bapak Imam Syafi'i, éapak Nuril Huda
Hakim Pengadilan Agama Blitar, penulis berkesimpulahwa ada beberapa faktor
alasan yang menyebabkan banyaknya dispensasi pedtawli bawah umur di
Pengadilan Agama Blitar, yaitu:

1. Pergaulan bebas

Lingkungan tempat tinggal yang buruk dapat memperggpola pikir dan
tindakan seseorang, apalagi di zaman yang modegerts ini pergaulan makin
bebas, banyak remaja saat ini sering melakukahdiatang tidak baik, itu biasanya
disebabkan oleh pergaulan bebas, banyak sekaliniéléhat remaja yang berlaku

tidak sopan terhadap orang tua, dan ada lagi yenggsberlaku menyimpang seperti

mencuri, memperkosa, bahkan membunuh.

Wawancara dengan Imam Syafi'i, (Hakim Pengadilanrg Blitar), di Kantor Pengadilan Agama
Blitar, tanggal 29 juli 2010.

8 wawancara dengan Nuril Huda, (Hakim Pengadilanma8litar), di Kantor Pengadilan Agama
Blitar, tanggal 29 juli 2010.
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Ada juga akibat dari pergaulan bebas lainnya, sepgébungan antara seorang
laki-laki dan perempuan yang tanpa kontrol daringrdua yang menyebabkan
kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan, dangkati kasus tersebut terjadi
pada anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingbz tmenutupi aib dari
keluarga pihak orang tua terpaksa harus menikahkaknya yang masih di bawah
umur demi menjaga nama baik keluarga. Semua ihatikiengaruh lingkungan yang
buruk dan merosotnya akhlak bangsa.

2. Kekhawatiran Orang tua

Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang rierhililbungan khusus
dengan lawan jenis merupakan hal yang wajar, aphlagungan mereka semakin
hari semakin dekat. Hal ini menyebabkan orang ngini segera menikahkan
anaknya, walaupun anaknya masih di bawah umur, giata hubungan keduanya
membahayakan dan berakibat fatal, maka orang tuaidiatif mengajukan
permohonan dispensasi pernikahan di bawah umuredgd&lilan Agama dengan
harapan dapat menikahkan anaknya dengan cepat.

Menurut penulis, menikahkan anak yang masih didtabatas umur minimal
yang ditetapkan oleh Undang-undang bukanlah ja&nsatunya untuk menghindari
hubungan lawan jenis yang bisa saja berakibat. ftatlena dengan menikahkan
anak tidak semua persoalan akan terselesaikanubsaji, banyak sekali dampak
bagi anak yang menikah muda, misalnya dampak h®loggi anak secara biologis
alat-alat reproduksinya masih dalam proses mereijuekangan sehingga belum siap
untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenistpaagi jika sampai hamil
kemudian melahirkan, kemudian ikatan perkawinamaka&nghilangkan hak anak

untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), haknbén dan menikmati waktu
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luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalarn athak. Seperti yang
diamanatkan oleh Undang-undang No.23 Tahun 200@rgnPerlindungan anak,
yaitu terdapat dalam Pasal 26 ayat 1:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab unteengasuh,
memelihara, mendidik dan melindungi anak 1.) menumkembangkan
anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatmy&.flanencegah
terjadinya perkawinan pada usia anak-attak.

Undang-undang di atas sebenarnya memiliki fungsulkumelindungi anak
dari perbuatan orang dewasa dan orang tua yangnaegmvenang, supaya kelak
anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh berkembang serta
terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi diskriminasi, karena mayoritas
pernikahan dini bukanlah kehendak dari anak itwlisemmelainkan dari kedua orang
tua mereka.

3. Masalah ekonomi keluarga

Perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena lea#taeluarga yang hidup
dalam garis kemiskinan, untuk meringankan bebamgortuanya maka anak
wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap puamengan harapan bisa
mengurangi beban hidup kedua orang tua mereka.

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskiyang telah
menempatkan perempuan sebagaiond sexni merupakan sebuah kenyataan yang
telah menyebabkan banyaknya pernikahan di bawalr,wseperti halnya kasus di
atas, ketika orang tua mengalami masalah ekonormak gerempuanlah yang

dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta uneedhénti sekolah untuk sekedar

81 Http//www.Undang-undang Perlindungan Anéiiakses pada tanggal 19 maret 2010).
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membantu orang tuanya. Dengan mengawinkan anakmpaesnya, orang tua
berharap beban hidup mereka akan berkurang.

Dari beberapa alasan di atas, faktor yang lebih pe@garuhi lajunya perkara
permohonan dispensasi perkawinan di bawah umusldamil di luar nikah. Jika
diprosentasekan perkara hamil di luar nikah hamgincapai 99% sehingga hamil di
luar nikah menjadi alasan utama untuk mengajukandispensasi perkawinan di
bawah umur. Maka dari itu tidak dapat dielakkani @ga perkara permohonan
dispensasi nikah selalu mengalami peningkatartaiapnnya.

Apabila orang tua yang ingin menikahkan anaknyagyaasih di bawah umur,
maka terlebih dahulu harus melalui izin dari PeilgadAgama dengan mengajukan
permohonan dispensasi perkawinan di bawah umuokumendapatkan dispensasi
tersebut, pihak Pengadilan tidak begitu saja meikdoeizin kepada pihak pemohon,
tetapi harus melalui sidang Pengadilan. Dalam gidansebut ketua majlis hakim
akan menanyakan tentang alasan-alasan yang dijadikatu dasar dari pemohon
untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umatam hal memberikan
sebuah keputusan, hakim harus berlandaskan pada lidasum yang pasti, karena
sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pdagastlanjutnya akan dijadikan
sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkahakamgdiambil selanjutnya oleh
pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah.

Agar dispensasi yang diajukan dapat dikabulkan miafis hakim Pengadilan,
tentunya alasan tersebut harus tepat dan rasideafjan adanya alasan tersebut
pihak majlis hakim akan mempertimbangkan apakampkonan dispensasi akan
dikabulkan atau ditolak. Selain itu dalam membaearigartimbangan tersebut seorang

hakim harus terlepas dari campur tangan atau mesivdari pihak lain yang
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berusaha mempengaruhi keputusan yang akan dihasilkh hakim. Karena pada
dasarnya kekuasaan kehakiman merupakan salah satwkbkekuasaan yang
bersifat merdeka. Hal ini dimaksudkan untuk menjbggatimasi dan wibawa dari
badan Peradilan itu sendiri.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menigabudispensasi
perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Bliggalah sebagaimana
pemaparan Imam syafi'i berikut:

“Yang dijadikan pertimbangan hakim dalam mengahuliespensasi nikah itu
yang pertamaa karena sudah memenuhi syarat administratif, syatemnha
yang paling penting itya harus membawa surat bukti penolakan dari KUA.
Kemudian syarat yang mutlak antara lain harus adar&ngan apakah betul
anaknyasi pemohon atau tidak, orang tkan yang mengajukan dispensasi
nikah itu haruglilampiri KK dari ayahnya itutrus buku nikahaktenikah dan
foto copiannya milik keluarga yang ada kaitannyagde keluarganya. Yang
ketiganya trus ya menunjukkaakte kelahiran itu. Itu tadi persyaratan-
persyaratan yang dibutuhkan untuk dilengkapi sepert Disamping itu
agama jugayak nglarang syarat-syarat register dari Undang-undang ataupun
agama harus terpenuhi, dari segi agama kedua tdidnada hubungan yang
dilarang, tidak dalam pinangan orang lain. Yanglakutari segi agama itu
saja, keduannya sudah bermusyawarah, kaketa tidak bermusyawarah
biasanya akan terjadi pertengkaran. Hampir 100%apartersebut dikabulkan,
ya liat-liat alasannya, tapi kenyataanya sepanjang syaratttgasabut sudah
terpenuhi insaallahya dikabulkan, kalau melihat di Undang-undang itu
syaratnya tidak ada batasan, pokoknya kalau per@mgibawah 16 dan laki-
laki dibawah 19 itikan Cuma batasan limit yang paling rendéakan tidak
ada. usia ini yang harus diterirkan tidak ada, Cuma usia didalam Islam itu
yang sudah baligh itu saja kita melihatnya secalam. Karena secara
Undang-undang sendiri sebetulnya kalau kita secapaya..secara idealis
persyaratan pernikahan itu harus dewasa, dewadarntsisi ekonomi, dari sisi
sikisnya, dari sisi lahirnya, pokoknya banyak seledlau seumpama orang
dewasa dipaksakan, jangankagurusin anak,ngurusindiri sediri aja belum
mampugitu.. tapi itu kurang begitu dipertimbangkan. Kalaui d&gi agama,
ternyata sudah baligh, sudah menstruasi itu artitigagsudah menerima yaitu:
untuk apa ya.. untuk melakukan hubungan-hubungaaraetruktural minimal
seperti malakukan hubungan seksual. Dasar pertiambjaga dapat dilihat dari
segi kemampuan, artinya dia itu, dari sisi itbeneh opo urung
heheheeee .kalau orangnya masiblak-lolok yo gak akan diterima itu sudah
keliatan kemuadian dari segi fisiknya, walaupun umur ddah dewasa,
artinya bisangurusinsuaminya atau dari fisik bisa dilihat kalau ditineemang
sudah betul-betul punya apga.trampil kalau istri benar-benar bisa
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bertangungjawab. Itu juga bisa dipertimbanggén... selain Undang-undang
No.1 tahun 1974 hakim juga menggunakan landasaa pecjelasan Pasal 49
ayat (2) angka; 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1j888to penjelasan Pasal
49 huruf (a) angka Undang-undang nomor 3 tahun 26&@a dengan

memperhatikan kaidah fighiyah yang berbunyi:

Hlad i elda e aaiaau Lad )¢ yang artinya adalah menolak
mafsadah lebih didahulukan dari pada mempertahakkamslahatan. Jadi
hakim disini memandang jika mereka ditolak untuknikeh akan malah

semakin memberikan peluang bagi mereka untuk mkgakdosa lagi untuk
yang kesekian kalinya. Apalagi mereka yang sudahilhdiluar nikah, yang

menjadi pertimbangan disni adalah hakim melihatapadsib anak setelah
dilahirkan. Maka dari itu sepanjang mereka sudamemhi persyaratan yang
ditetapkan oleh Pengadilan Agama, hakim akan merikmi perkara

tersebut®?

Sejalan dengan pernyataan Imam Syafii, Nuril huda jmenyebutkan bahwa:
“Dasar pertimbagan hakim dalam memberikan izin ehs@asi nikah itu
diantaranya harus memenuhi persyaratan-persyasgag ada, yaitu yang
mengajukan dispensasi harus ada calon memgei&i oleh Pengadilan akan
diteliti, kemudian harus membawa surat bukti pekertadari KUA. Diberikan
dispensasi bagi kedua calon mempelai kalau memidagg ada hubungan
untuk menikah baik secara agama maupun secara hukalau memang ada
yang mengajukan dispensasi seorang bapak kemuditafiti-diteliti ada
hubungan sesusuayr tidak boleh... kedua, mereka saling mencintai gak
ada paksaan dari orang lain termasuk orang tudnysyang lain walaupun
umurnya masih 16 tahun dia sudah bisa menjalanaihutangga, misalnya
kalau perempuan menjadi ibu yang baik bagi suamiadon anak-anaknya,
kalau laki-laki kurang 19 tahun bisa menjadi sugemg baik bagi istrinygo
to..? kalo seperti itu apaya bolehbuat yang penting calon suaminya sudah
memiliki penghasilan yang untuk menghidupi calstriidan calon anak-
anaknya,ya itu sebagai pertimbangan hakim juga dalam memé&erizin
dispensasi untuk menikah. Seorang laki-laki kurangur kemudian setelah
ditanya dia bilang iganggurpak.!” maudijadikan apa..? tunggu dulsampe
dia memiliki pekerjaanya usaha dulu minimal ada penghasilan walaupun
sedikit. Kemudian dewasa secara fisik, biasanyaotmya umur 15 tahun
sudah baligh, kan harus dilihat dari segitdu?? sudah umur 15 dari segi fisik
masih seperti anak TKnasakmaudikabulkan..?¥o to..??kan ada umur yang
masih 15 tahun ternyata badan dan fisiknya sudalarp&anyakkan yang
seperti itu..?? dari segi sosial itu bahgsaone “ngumbahpopokwesiso..??
iso masak??” Tapi kalo sudah bersifatdhoruri akibat pergaulan bebas,
kurangnya pengawasan dari orang tua, terkadangnpesn di bawah umur
dah hamil duluanya itukan orang tua langsung minta dispensasi nikalau
sudah seperti itu apmau ditolak.??? apamau cari dosa..??? membiarkan
mereka bergaul semakin bebaskab alasan seperti itu lebih diprioritaskan
dari pada alasan-alasan yang lain. Jadi dalam kashakim memberikan izin

82 |mam Syafi'l, (Hakim Pengadilan Agama Blitar), wancara Tanggal 29 juli 2010
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kepada mereka, kalau dalam hal dasar hukum, hakémgambil rujukan
kepada Undang-undang nomer 1 tahun 1974, dimaita tdak ada batasan
yang mengatur tentang alasan seperti apa yang Hiaisulkan atau ditolak,
dari sinilah hakim memandang bahwa, jika pemohaasumemenuhi apa
yang ditetapkan oleh Pengadilan, biasanya hakim gatarikan dengan
menggunakan mempertimbangan-pertimbangan yangedagian tadi®
Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulletmvl dasar pertimbangan
hakim dalam mengabulkan izin dispensasi perkawthéawah umur adalah sebagai
berikut:
1. Telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapleinPengadilan Agama:
1) Syarat utama:
a) Membawa surat bukti penolakan dari KUA (Kantor Wug\gama) model
N9;
b) Membawa surat pemberitahuan adanya halangan/ kejamgpernikahan
dari KUA model N8;
c) Membawa Kartu keluarga, buku nikah bagi kedua orareg dan akte
kelahiran anak.
2) Syarat yang mendukung:
Tidak ada halangan untuk menikah
Bagi calon mempelai, baik calon istri atau calonamsu yang akan
melangsungkan perkawinan terdapat halangan untukkate atau tidak menurut

hukum agama Islam, sebagaimana yang diatur daladandpundang Perkawinan

Pasal 8, tentang larangan perkawinan, yaitu:

8 Nuril Huda, (Hakim Pengadilan Agama Blitar), wawara Tanggal 29 juli 2010
8 Imam Syafi’l, (Hakim Pengadilan Agama Blitar), wancara Tanggal 29 juli 2010
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Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a) bgéhubungan darah dalam garis keturunan lurus kealbaataupun ke

atas;

b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamy#iy antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang riuantira seorang
dengan saudara neneknya;

C) bergleubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri mandah ibu/bapak
tiri;

d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, asakrsusaudara susuan
dan bibi/paman susuan;

e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagathibikemenakan dari
isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih skeorang;

f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peratama yang
berlaku, dilarang kawify’

Dengan demikian, apabila salah satu dari larangeatad tidak ada, berarti
syarat tersebut sudah terpenuhi dan perkawinantdsg@gera dilangsungkan.
Persyaratan yang diatur dalam Pasal 8 sifatnya latifjuartinya harus terpenuhi
semua. Apabila sudah terpenuhi semua syarat tdrsataka pernikahan dapat
dilaksanakan. Akan tetapi apabila salah satu syaraebut tidak terpenuhi, maka
pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

Lebih lengkapnya lagi telah diatur dalam ImpresINI991 Kompilasi Hukum
Islam, yaitu terdapat dalam Pasal 39 sampai deRgaal 44, yaitu:

Larangan Kawin
Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seoraiagdan seorang wanita
disebabkan:

1. karena pertalian nasab

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yangumekannya
atau keturunannya.

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

8 perkawinan antara keluarga sedarah dalam garisuketn lurus kebawah atau ke atas, yaitu anak,
ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya.

8perkawinan antara seorang suami dengan saudarailsitratau kemenakan istri, dalam hal seorang
suami beristri lebih dari seorang.

8 AbdurrahmanQp.Cit, 67.
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2. karena pertalian kerabat semenda
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya la¢d@s istrinya
b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang mekarnya
c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bek@syia, kecual
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isteritoyagobla
dhukhul
d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. karena pertalian susuan
a. Dengan wanita yang menyusuinya dengan seterusnyaruaiegaris
lurus ke atas
b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnyaumngaus lurus ke
bawah
c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan keanesagusuan
kebawah
d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenekdsbsuan ke atas
e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan ketumuye.

Pasal 40
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorargy ggngan seorang
wanita karena keadaan tertentu:
a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat patkawinan dengan
pria lain
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa idsegad pria lain
C. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41
(1) Seorang pria dilarang memadu isrinya dengarragsgo wanita yang
mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuaaméignya:
a. saudara kandung, seayah atau seibu serta ketug@nann
b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya
(2) larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku im@sksri-istrinya telah
ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan aderggorang wanita
apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empagoistri yang ke empat-
empatnya masih terikat tali perkawinan atau masiard iddah talak raj’'i ataupun
salah seorang diantara mereka masih terikat takapénan sedang yang lainnya
dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43
(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seoraag pr
a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditajakkali
b. dengan seorang wanita bekas isrinya yang dili'an.
(2) larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugurukiaékas istri tadi telah
kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersphtusba’da dukhul
dan telah habis masa iddahnya.
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Pasal 44
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan peri@awidengan seorang
pria yang tidak beragama Isl&fh.

Landasan hukum larangan untuk menikah di atas téfamankan oleh Allah

SWT:
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“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anakakmu yang
perempua’f? saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara
bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yemngmpuan; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laknak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan-idbmu yang
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuanpibisterimu (mertua);
anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu d&tgri yang Telah kamu
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istaritu (dan sudah kamu
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininyaan(ddiharamkan
bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); daenghimpunkan (dalam
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, keqaaig telah terjadi pada
masa lampau; Sesungguhnya Ailah Maha Pengampun I&Giha
Penyayang™°

8K ompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2008),17

8Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seteruskgaatas. dan yang dimaksud dengan anak
perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuasedarusnya ke bawah, demikian juga yang
lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-atexkmu yang dalam pemeliharaanmu, menurut
Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidakmigbemeliharaannya.

% QS. An-Nisa’ (4): 23.
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Jika dalam pemeriksaan didapati ada halangan umietikah, seperti yang
disebutkan di atas, maka secara otomatis hakink tidemberikan izin dispensasi
untuk menikah bagi anak di bawah umur dan pemeaiksi@ak bisa dilanjutkan ke
tahap selanjutnya.

1. Dari segi agama

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapandispensasi
perkawinan di bawah umur didasarkan pada hukum agdslam yang membolehkan
menikah diusia dini, dimana Rosulullah pernah mamidengan Aisyah yang masih
berumur 9 tahun. Dan juga dikuatkan dengan tidaogal dalil yang secara tegas
mengatur tentang batas usia menikah di dalam ala@ur

Walaupun tidak dijelaskan secara tegas di dala@ualan tentang batas usia
perkawinan, namun ada ayat al-Quran dan Hadisiy ysecara tidak langsung

mengisyaratkan batas usia tertentu, yaitu terddgdatn surat an-Nisa’ ayat 6:

uﬁjwwuguﬂ \;_,S;ulbl.u)b \u)KL p,,t
sz Tl o g sBr g f o s 2 &N L e PRS- 2 oL 2
(855 e IR0 LR A ] 2085 155 Coypaddly ST 126 OF

&) Lw~.> eUJL’

“Dan ujilah®* anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk tkawi
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah sefplandai memelihara
harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hai@gaian janganiah kamu
makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutam djanganlah kamu)
tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum merekasdewarang siapa (di
antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia amam diri (dari
memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yaugkin, Maka bolehlah
ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudiankajgakamu menyerahkan

Dan ujilah Yakni: mengadakan penyelidikan terhadagreka tentang keagamaan, usaha-usaha
mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahuiafinak itu dapat dipercayai.
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harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakasi-saksi (tentang

penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allahageb Pengawas (atas

persaksian itu)™?

Pada dasarnya ayat ini berisi anjuran supaya mémilean anak yatim
tentang masalah keagamaan dan tingkah laku mefddem tetapi dalam ayat ini
secara langsung memberi batasan bagi anak yang umampk menikah, dan batas

umur itu adalatbaligh.*®

Sedangkan hadistnya yaitu:

il (e [ A8 75 58 Se L) e & Ul (e L3N e
sla g A1 40U 2 allly A3l adatin Al (pa g 7 all Cpaada
Hplesay s M52 019))
“Dari Abdillah bin Mas’ud berkata: nabi MuhammadA®/, bersabda: Wahai
generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mamntuk menikah
hendaknya ia menikah , karena nikah itu dapat medakikan pandangan dan
memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hlemgia ia berpuasa,
sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)”. (lsadwayat Bhukhori
Muslim).
2. Dewasa secara fisik
Hakim ketika akan mengabulkan permohonan izin dispsi nikah tidak
hanya melihat dari syarat-syarat diatas, melainjaga melihat dari segi fisik
maupun kemampuannya dalam melakukan kehidupan ruamgga kelak, karena

kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anaketietbeda sesuai dengan

tingkat kecerdasan dan pertumbuhan jiwa anak idige Banyak kita jumpai anak

92QS. An-Nisa’ (4): 6.
9 Amir Syarifuddin, 67.
% Imam Abi Abdillah,0p.Cit., 251
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yang masih di bawah umur memiliki postur tubuh sitpeang dewasa, dari sisi

inilah hakim juga melihat kepantasan mereka unts& menikah atau tidak.

Dalam menentukan kedewasaan bagi anak dapat dikee&wati dua hal,

yaitu:

a)

b)

Menentukan kedewasaan dengan melihat tanda-tandié ylengan
datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya Hetiak, atau

tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan.

Menentukan kedewasaan dengan melihat umur, adadpesb@endapat
ulama’ dalam memberikan kriteria dewasa bagi sesepiyaitu:

Ulama’ Syafiiyah dan Hanabillah menentukan bahwaandewasa itu
mulai umur 15 belas tahun, walaupun mereka dapaenma kedewasaan
dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masakeasbnya suara,
tumbuhnya bulu ketiak, dan lain-lain, tetapi kar¢éaada itu datangnya
tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaartuttinoleh umur.
Masa kedewasaan untuk pria dan wanita disamakam digentukan oleh
akal. Dengan adanya akallah terjadilah taklif, damena akal pulalah
adanya hukum.

Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu dafangulai usia 19
tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sg#an Malik

menetapkan 18 tahun, baik bagi laki-laki maupurempguan. Mereka
beralasan “ketentuan dewasa menurut syara’ adaamimnpi’, karena
berdasarkan kepada hukum mimpi itu saja. Mimpiktiddnarapkan lagi

datangnya bila usia telah 18 tahun. Umumnya aritaraampai 18 tahun
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masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkardahwa umur
dewasa itu pada usia 18 tahtn.

3. Adapun Imamiyah, menetapkan usia baligh anak kiddalah 15 tahun,

sedangkan anak perempuan adalah Sembilan ¥&hun.

Perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berlfagtor ikut
menentukan cepat atau lambatnya seseorang men&apaiwasaan, terutama
kedewasaan untuk berkeluarga. Menurut kondisi ladi@ansekarang, usia yang tepat
bagi seseorang untuk menikah ialah sekurang-kuggngmur 20 tahun bagi
perempuan dan 25 tahun bagi pria, karena sebeliantersebut calon suami istri
perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehinggdapusia itu seseorang telah
matang jasmaninya, sempurna akalnya, dan dapatinthtesebagai anggota
masyarakat secara utuh.

3. Saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan

Saling mencintai antara kedua calon mempelai @radalon mempelai wanita
juga merupakan faktor pendukung bagi hakim dalamgaleulkan izin dispensasi
menikah, karena mereka saling mencintai dan tidakumsur paksaan dari salah satu
pihak ataupun dari kedua orang tua mereka maka addag dapat
mempertimbangkan permohonan izin dispensasi tetsebu

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undémd/1974 yang
menyebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkas @gesetujuan kedua calon
mempelai”. Jadi maksud dari Pasal 6 ayat 1 UU Rdrian tersebut bahwa sebelum

pernikahan harus meminta persetujuan kepada kedlan anempelai, apakah

% Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (eBrpblematika ..Z0.
% Muhammad Jawad Mughniya®p.Cit, 318.
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mereka mau dinikahkan atau tidak. Dalam hal iniugedrang tua tidak boleh
memaksa anaknya untuk menikah. Jika salah satlk gilak menyetujui maka
secara otomatis menyalahi Undang-undang yang wileteapkan dan pernikahan
bisa dibatalkan karena hukum.

Pernyataan atas persetujuan calon mempelai init degpapa pernyataan tegas
dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyaratpitgtya dapat berupa diam bagi
wanita dalam arti tidak ada penolakan tegas. Biasgnhak Pengadilan akan
menanyakan terlebih dahulu persetujuan kedua calempelai, bila ternyata tidak
disetujui oleh salah satu pihak, maka izin terselaiat ditolak. Lain halnya apabila
kedua calon mempelai menyepakati bila nantinyartkée izin dispensasi untuk
melangsungkan pernikahan, dengan demikian iziredisgsi yang dilakukan tersebut
tidak merugikan salah satu pihak tertentu yang pathirnya membawa
kemaslahatan pada kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam untuk mencapai kesepakatan kbdlzdn pihak, sebelum
perkawinan dilaksanakan perlu diadakan peminangaftebih dahulu, supaya
keduanya dapat mengadakan saling pendekatan dak saling mengenal watak
masing-masing. Apabila dalakhitbah ada persesuaian, perkawinan dapat terus
dilaksanakan, apabila tidak terdapat persesuaida perkawinan dapat dibatalkan.
Hal ini lebih baik dari pada perkawinan sudah ditakakan tetapi putus ditengah
jalan karena kedua belah pihak tidak ada kesepakktiam mengemudikan rumah

tangga®’

" Rachmadi UsmarQp.Cit,. 274
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4. Sudah memiliki pekerjaan

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangigh selsedianya sumber
penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuharuphidecara finansial.
Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentulkéegh kelancaran ekonomi,
sebaliknya kekacauan dalam keluarga dapat dipiebh ohasalah ekonomi yang
kurang stabil, apalagi yang manikah masih di bawtindar umur yang telah
ditentukan oleh Undang-undang, seringkali tidakabmsenahan emosi pada saat
timbul sebuah permasalahan.

Dari sinilah hakim mengharuskan kepada pihak paagyakan menikahi
wanita diharuskan sudah memiliki penghasilan umhénghidupi kebutuhan calon
istrinya kelak, karena dengan begitu calon isttaki hidup terlantar dan hakim
merasa tenang jika memberikan izin kepada keduantggk menikah.

5. Hamil di luar nikah

Karena sudah hamil terlebih dahulu sebelum manik&sanya hakim lebih
memprioritaskan alasan ini, asalkan sudah memeokedur yang telah ditetapkan
Pengadilan, majlis hakim akan mengabulkan permahania dispensasi nikah di
bawah umur dengan alasan merasa kasihan dengdnamedi yang dikandungnya
serta jika tidak segera dinikahkan akan bertambaba ddan bisa saja terjadi
perkawinan di bawah tangan atau perkawinan simgyakan memberikan dampak
negatif khususnya bagi kaum perempuan dan anakelgk. Sehingga dalam hal
ini. Hal tersebut sesuai dengan kaidah figiyahtuyai
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“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menmg@hankan

kemaslahatan®®

Dalam kasus hamil di luar nikah di atas menurutupsrpertimbangan hakim
tersebut sudah tepat, karena tidak menyalahi Undadgng Perkawinan Nol 1974,
yang mana didalam Undang-undang tersebut tidakadikan secara pasti tentang
batasan perkara dispensasi yang dikabulkan atadjpalak. Didalam Kompilasi
Hukum Islampun tidak ada larangan untuk menikaangryang sedang hamil, yaitu
terdapat dalam Pasal 53 yang berbunyi:

(1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinki@mgan orang yang

menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut padst &}) dapat

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelakiraknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wadnaitail, tidak

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikag lahir®®

Di dalam al-Quran juga disebutkan bahwa:

=%

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkaarpmpuan yang berzina,
atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yangirigeitidak dikawini

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau lakiilakusyrik, dan yang
demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmf*

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, ayat atas mengandung
pengertian bahwa Allah telah mengharamkan perbuaiaa bagi orang-orang

mukmin dan mukminat. Dan dari pengertian ini, sebaya kita tidak boleh

%Muhlis Usman,Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fighiyah pedoman dasitmbath Hukum Islam
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 137.

99 Kompilasi Hukum IslamQp.Cit, 20

190Qs. An-Nur (24): 3.

191 Maksud ayat Ini ialah: tidak pantas orang yangnben kawin dengan yang berzina, demikian pula
sebaliknya.
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menikahkan seorang wanita yang terjaga kehormasadeygan seorang laki-laki
pezina kecuali setelah ia bertautf4tDan tidak pula menikahkan seorang laki-laki
yang terjaga kehormatannya dengan wanita pezicaakesetelah ia bertaub4t

Para ulama’ terdahulu juga bersepakat bahwa lakifezina menikahi

perempuan yang dizinahinya maka hukumnya diperkaleh dengan syarat
keduanya bertobat kepada Allah SWT. Diantara peatdapadalah:

1. Ibnu Abbas berbicara tentang seorang laki-laki ydmgzina dengan
seorang perempuan, kemudian laki-laki itu ingin ikaninya.

2. Jabir bin Abdullah berkata tentang kisah laki-ldkatas, “ tidak apa-apa
dengan pernikahan itu. Awalnya adalah zina yangrhadan akhirnya
pernikahan yang halal”.

3. Sa’id bin Juubair meriwayatkan seorang perempuang yaerzina
dengannya berkeinginan menikahinya. Said berkatwalAya adalah
perzinahan tapi akhirnya adalah pernikahan. Teladlakan bagi laki-laki
itu apa yang dimilikinya (perempuan).”

4. Az-zahri mengisahkan bahwa seorang perjaka telaizinae dengan
seorang perawan. Sebagai hukuman bagi mereka, Akar Bnenjatuhkan
hukuman dera dan mengasingkan mereka. Setelahaiselas masa
pengangsingan, Abu Bakar menikahkan mereka berdua.

Dari beberapa pendapat di atas, sekilas memangealadaan pendapat, akan

tetapi secara tidak langsung kesemua pendapat nhelmikba pernikahan bagi pelaku

192Hukum wanita pezina dan laki-laki pezina yang stateduanya masih perawan dan perjaka serta
merdeka adalah dicambuk seratus kali dan diasingé&ama satu tahun. Adapun jika keduanya sudah
menikah dan dalam keadaan merdeka maka dirajainkatgu tidak merdeka alias hamba sahaya,
maka keduannya dicambuk masing-masing sebanyalkplitod kali.

193syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazaitafsir Al-Quran Al-Aisar (jilid 5) (Jakarta: Darus Sunnah, 2008),
113.
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sesama zina asalkan dengan syarat-syarat tertapgarti bertobat terlebih dahulu.
Walaupun demikian, jika dihubungkan dengan izirpéisasi yang diberikan oleh
hakim karena alasan di atas, akan berdampak nepatif masyarakat, yaitu

meningkatnya jumlah pernikahan di bawah umur derdmsan mereka yang hendak
melakukan pernikahan namun belum mencapai batas yang telah ditetapkan

oleh Undang-undang akan beralasan sudah melakukaumbgan seksual sebelum
menikah, atau bahkan benar-benar melakukan perbtmtsebut supaya dapat izin

dispensasi menikah dari Pengadilan Agama.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesmpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkayaeberikut:

1.

Hal-hal yang menyebabkan fenomena pemberian diapeperkawinan di
bawah umur pada tahun 2008-2010 adpkattama,Pergaulan bebas yang
menyebabkan hamil di luar pernikahan, sehingga titk mau hakim
memberikan izin dispensasi pernikahan bagi anddadiah umur asalkan
sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang tatentukan oleh
Pengadilan Agama Blitar.Kedua, Kekhawatiran Orang tua yang
berlebihan terhadap hubungan anaknya dengan |laamé nenyebabkan

orang tua ingin cepat-cepat menikahkan anakKgsiga, Perkawinan di
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bawah umur dapat terjadi karena keadaan keluamg lyidup dalam garis
kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanywraaak wanitanya
dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Dehgaspan bisa

mengurangi beban hidup kedua orang tua mereka.

B. Saran-saran

1.

Sebaiknya di dalam Undang-undang No.1 tahun 19F&hdimkan alasan-
alasan izin dispensasi nikah, agar hakim dalam reekdn izin dispensasi
nikah dapat memberikan keputusan yang terbaik tadpacampur tangan
dari pihak lain.

Sebaiknya hakim memperketat persyaratan-persyadalam mengajukan
permohonan izin dispensasi nikah di bawah umurgalertujuan untuk
mengurangi jumlah kasus perkawinan diusia dini yaegarang sedang

marak terjadi di Indonesia.
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Pedoman Interview

. Apa yang dimaksud dengan dispensasi perkawinan?

. Apakah ada syarat-syarat tertentu dalam mengajp&emohonan dispensasi
perkawinan dibawah umur?

. Alasan-alasan apa yang digunakan oleh pemohon datengajukan
permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur?

. Alasan-alasan apa yang menjadi pertimbangan hakignd mengabulkan
permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur?

. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabyleamohonan
dispensasi perkawinan dibawah umur?

. Mengapa dispensasi perkawinan dibawah umur selalengadami

peningkatan tiap tahunnya?



Deskripsi Objektif Pengadilan Agama Blitar

Letak kota atau kabupaten Blitar secara geografisdsuk profinsi jawa timur
dan termasuk aks karesidenan Kediri. Blitar cegarmrafis terletak antara 112’ 25-
112°20” Bujur Timur dan 7'58-7.09” Lintang Selatdengan batas-batas:

Sebelah Utara  : Kabupaten Kediri dan Malang

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Barat  : Kabupaten Tulung Agung dan Kediri

Adapun luas Blitar adalah 1588,78 km. sedangkaimdgan Blitar adalah
kurang lebih 167 meter diatas permukaan laut.

Pengadilan Agama Blitar bertempat dijalan Imam BbnNo.28 Blitar.
Pengadilan ini bertempat di Kelurahan sanawetaraiatan Kepanjen Kidul Kota
Blitar.

Wilayah hukum kota Blitar adalah meliputi wilayabt& dan kabupaten dengan

rincian:

a. Kota Blitar terdiri dari 3 kecamatan dan 20 kelaah
b. Kabupaten Blitar terdiri dari 22 kecamatan dan @d8a atau Kelurahan.
Dengan wilayah hukum yang luas ini, perkara yangukguga sangat banyak,
sehingga berdasarkan keputusan Menteri Agama Rkpuablonesia no.733 tahun

1993 Pengadilan Agama Blitar termasuk klasifikashdadilan Kelas IA (kelas

tertinggi).
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